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ABSTRAK

Indah Ayu Lestari, 2020. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Pasar
Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). Skripsi Program Studi llmu Politik
Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

Fenomena yang terjadi di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya yaitu banyak Pedagang Kaki Lima yang menggunakan bahu jalan untuk
berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan raya dan merusak tatanan
keindahan kota. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilakukan melalui bantuan sosial dan
relokasi sentra wisata kuliner. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan
bagaimana implementasi Peraturan Darah mengenai Pedagang Kaki Lima serta
mengetahui hambatan dan dukungan Peraturan Daerah tentang penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima. Metode penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif-studi kasus (Studi Case) dengan satu variabel yaitu,
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan
Simokerto Kota Surabaya).

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Pasar
Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya), dipengaruhi oleh enam faktor
yakni, standar/ukuran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Yang merupakan faktor
pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di
Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto adalah (1) sarana dan prasarana, (2)
Koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, (3) Letak geografis
strategis. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi pemberdayaan
kebijakan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto adalah (1)
kesadaran pedagang yang masih kurang, (2) pengawasan dari pihak yang
berwewenang belum sepenuhnya optimal, (3) lemahnya penerapan sanksi hukum,
dan (4) pelaksanaan yang belum merata di seluruh pelosok Kota Surabaya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto belum dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan ekonomi saat ini semakin ketat, berbagai macam cara
dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup dengan dituntut lebih kreatif
dalam pengembangan kondisi perekonomiannya. Dengan kondisi ekonomi
yang baik atau berkecukupan maupun dapat dikatakan serba kekurangan,
mereka akan meningkatkan derajat hidupnya melalui bekerja dengan harapan
kondisi keuangannya akan semakin membaik bagi yang berkekurangan dan
lebih baik bagi berkecukupan. Bagi mereka yang kurang beruntung
perekonomiannya atau belum memiliki kesempatan untuk berkarier yang
lebih baik, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan memulai usaha
sendiri dengan berdagang meskipun bermodalkan dana yang minim namun
terdapat kesempatan mencukupi kehidupan. Keterbatasan tersebut menuntut
mereka melakukan usaha dimana tidak memerlukan penyewaan tempat untuk
mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian sektor
informal golongan usaha kecil. Dalam UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang
usaha kecil, usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada
masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan

dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi.



Namun sangat disayangkan bahwa pedagang kaki lima sering menjadi
permasalahan bagi kota yang sedang berkembang apalagi di kota-kota besar,
seperti kota Surabaya.? Mengapa permasalahan tersebut sering disebabkan
oleh pedagang kaki lima? Karena kerap kali pedagang kaki lima tidak menaati
peraturan yang berlaku dengan berjualan diruang publik yang bukan
semestinya, mengakibatkan kenyamanan publik terganggu dengan berjualan
di trotoar dan jalan.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa,
Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Pasar Kapasan Kecamatan
Simokerto, terlihat tidak teratur berada di pinggiran jalan dan trotoar bersama
gerobak mereka, yang semestinya bahu jalan dipergunakan untuk pejalan
kaki, beserta tempat parkir liar yang berada di bahu jalan menyebabkan
terganggunya lalu lintas jalan raya tersebut. Trotoar dan jalan beralih fungsi
menjadi tempat berjualan serta tempat parkir liar, maka pejalan kaki yang
seharusnya menggunakan trotoar beralih menggunakan jalan raya untuk
berjalan, hal tersebut yang mengakibatkan kemacetan serta mengganggu
kenyamanan publik.

Dengan persoalan diatas mengenai keberadaan pedagang kaki lima
memang selalu menjadi masalah dikarenakan beberapa alasan, yakni yang
pertama penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk

fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain sebagai pengguna

2 Nurul Azizah Syam, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Paropo Kecamatan
Panakukang Kota Makassar” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hal. 1



ruang publik maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Yang kedua, pedagang
kaki lima menyebabkan tata ruang kota menjadi kacau karena keberadaannya
tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek
kebersihan, keindahan dan kerapian begitupun Kota Surabaya. Yang ketiga,
pedagang kaki lima tidak jarang melakukan pencemaran lingkungan, dengan
membuang limbah dagangan tidak sesuai dengan tepatnya. Yang keempat,
sangat memungkinkan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha
yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak
membayar pajak resmi.>

Namun, tidak selalu masalah yang dibawa oleh pedagang kaki lima,
dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Surabaya pun
meningkat serta menambah pemasukan bagi Pendapatan asli daerah (PAD) di
Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendapatan yang
berasal dari retribusi Sentra Wisata Kuliner pedagang kaki lima adalah
sebesar Rp. 300.000.000, atau 9,4% dari jumlah PAD Kota Surabaya sebesar
Rp. 3.305.777.728 (Surabaya Dalam Angka, 2015)*. Dengan kehadiran target
seperti itu, besar maupun kecil keuntungan yang Kota Surabaya perolehan
dari retribusi pedagang kaki lima tetaplah menjadi hasil positif dari kehadiran
pedagang kaki lima. Dan dari segi sosial maupun ekonomi masyarakat dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena

sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini terjadi

3 http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1
4 Areeza, “Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Sentra PKL Manukan Lor Kota Surabaya”
Jurnal Kajian Kebijakan Publik, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016



http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1

karena usaha sektor informal tidak menggunakan modal yang begitu besar,
bersifat substansial dan kebanyakan berasal dari usaha sendiri.®

Berbagai solusi ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, yakni
menerbitkan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan
dan Pemberdayaan pedagang kaki lima yang diwujudkan dalam penataan
Sentra Wisata Kuliner PKL. Hingga kini terdapat 44° sentra pedagang kaki
lima tersebar di seluruh wilayah Surabaya, serta melakukan penertiban
terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP di beberapa wilayah Surabaya.

Persoalan yang terlihat tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah dalam
memberi solusi mengenai pedagang kaki lima, bagi masyarakat pengguna
pasar untuk lebih bijak menggunakan fasilitas umum dan sadar akan
lingkungan sekitar, serta bagi pedagang kaki lima yang masih menggunakan
bahu jalan dan trotoar untuk berjualan. Berangkat dari persoalan ini, maka
penulis ingin mendalami lebih lanjut mengenai “Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya”.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai

berikut:

5 http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1
6 Erwin Yohannes, https://www.merdeka.com/peristiwa/cara-pemkot-surabaya-kelola-pkl-relokasi-
ke-sentra-wisata-kuliner.html, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 21.15
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https://www.merdeka.com/peristiwa/cara-pemkot-surabaya-kelola-pkl-relokasi-ke-sentra-wisata-kuliner.html
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1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota
Surabaya?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini

sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima Di Kota Surabaya?

2. Untuk mengetahui hambatan dan dukungan implementasi Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya?

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan
sumbangan pemikiran intelektual dan menambah khazanah keilmuan
sekaligus berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan
sosial bagi mahasiswa khususnya dalam bidang kajian kebijakan

Pemerintah.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai rujukan atau referensi bagi Pemerintah dalam menetapkan
kebijakan terkait pedagang kaki lima serta menambah wawasan
pengetahuan maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya dan
memberikan masukan khususnya pedagang kaki lima dalam mengatasi
permasalahan pedagang kaki lima.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Menurut Bernardine R. Wijaya & Susilo Supardo, Implementasi
adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik
lapangan. Benang merah dari implementasi dapat diartikan sebagai setiap
kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan.” Rencana sebagaimana dimaksudkan dengan kebijakan-
kebijakan yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kegiatan
sesuai dengan kebijakan yang berlaku guna mewujudkan tujuan

kebijakan tersebut.

Implementasi dilaksanakan setelah sebuah permasalahan dikaji
dirumuskan dalam bentuk kebijakan dengan tujuan yang jelas.
Implementasi adalah aktivitas memperkenalkan suatu kebijakan kepada

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yg

" Harbani Pasolong, “Teori Administrasi Publik” (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 57



diharapkan. Rangkaian kegiatan diatas mencangkup persiapan segala
peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan yang telah
dibuat. Sebagai contoh, berangkat dari sebuah undang-undang muncul
sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan
daerah, menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana

mengantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.®

Menurut Webster to implementation (mengimplementasikan atau
melaksanakan) berarti “to provide that means for carring out”
(menyediakan sarana untuk menyediakan sesuatu); to give practical
effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.® Sejalan
dengan pernyataan Susilo, bahwa implementasi merupakan suatu proses

untuk menjalankan kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Suparno (2017:15)
mendefinisikan implentasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
putusan  badan  peradilan.  Lazimnya, keputusan  tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan, menyebutkan

8 Afan Gaffar, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan™ Cet. V1, Yogyakarta: pustaka pelajar
kedasama, 2009), hal 295

® Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijaksanaan Negara: dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara ”, (Jakarta :Bumi Aksara, 2002), hal. 64



secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara

untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.*°

2. Pemberdayaan
Pembahasan mengenai pemberdayaan berkaitan dengan
bagaimana individu, kelompok komunitas untuk berusaha mengontrol
kehidupan mereka sendiri ataupun mengontrol kelompok komunitas dan
mengusahakan membentuk masa depan mereka.!! Sejalan dengan
pernyataan tersebut, Sudrajat (2003:11) mengemukakan bahwa,
pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat
dan pribadi masing-masing, upaya tersebut adalah:
a. Memotivasi, mendorong untuk meningkatkan kesadaran serta
potensinya dan menciptakan keinginan untuk berkembang;
b. Memperkuat potensi serta daya yang dimiliki dengan langkah
yang positif;
c. Penerimaan saran dan masukan dan pembukaan akses terhadap
peluang adaptasi.*?
Dengan upaya-upaya tersebut akan menghasilkan masyarakat
yang lebih progresif dalam menuangkan ide-ide kreatif mereka, karena
didasari oleh motivasi diri sendiri. Menurut Saraka dalam Joni Joko

(2014:6) Pemberdayaan memiliki dua ciri, yang pertama, sebagai refleksi

10 Suparno. “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek”, (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya,
2017), hal 15

11 Isbandi Rukminto. “Pentingya Pemberdayaan Masyarakat”. (Bandung:Humaniora Utama, 2001)
hal 33

2 Tata Sudrajat, “Peranan Lembaga Swadaya Masyuarakat Dalam Menangani Masalah Anak
Jalanan”. Makalah. Surabaya, 2003), hal 11



kepentingan yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif
dalam pembangunan. Hasil dari kepentingan-kepentingan elit politik
yang dituangkan kedalam kebijakan bersifat positif bagi masyarakat. Ciri
yang kedua, pemberdayaan merupakan proses pelibatan individu atau
masyarakat dalam proses penyadaran, pengorganisasian serentak
sehingga mereka dapat berpartisipasi.*®

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan dilakukan untuk
perubahan yang terencana yang melibatkan masyarakat dalam
mengembangkan, memperbaiki, dan menemukan solusi dari masalah di
masyarakat.*

Dalam hal ini, pemberdayaan harus meliputi empowering
(penguatan  kapasitas dan kapabelitas masyarakat), enabling
(menciptakan suasana kondusif), protecting (perlindungan dan keadilan),
supporting (bimbingan dan dukungan) dan foresting (memelihara
kondisi yang tenang tetap seimbang).%®

Mc. Ardle dalam Harry Hikmat (2010:03) mengemukakan
pengertian permberdayaan sebagai berikut, suatu proses pengambilan
keputusan secara konsekuen melaksanakan keputusan yang telah
diputuskan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan bersama-sama

diberdayakan melalui kemandiriannya, usaha mereka sendiri serta

13 Joni Joko, “Peranan pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan
Pontianak timur” Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014

14 Hassanuddin, “Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasar tanah abang” Jurnal
limiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM) Vol.15, No.1, Mei 2019 ISSN 0216-7832, hal 62

15 Wrihatnolo, “Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan
Masyarakat ”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), Hal 117
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akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber daya lainnya. Hal
tersebut agar mereka tidak bergantung pada pertolongan eksternal, dan
memiliki makna sebuah proses dalam pengambilan keputusan untuk
mencapai tujuan tertentu.®
Pedagang kaki lima

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (1)
menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat
PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan
menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak,
menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan
bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.

Ardiyanto mengemukakan (dikutip dalam Winarno, 2008) bahwa
istilah pedagang kaki lima sudah ada di zaman Gubernur Rafles (awal
abad XIX) yang dikonotasikan sebagai 5 feet yang berarti jalur bagi
pejalan kaki di pinggir jalan yang selebar lima kaki (1,5 meter) atau
sebutan sekarang trotoar. Area tersebut yang sampai saat digunakan
untuk berjualan pedagang kecil, karena untuk memanfaatkan kesempatan
bagi pejalan kaki yang kebetulan lewat. Sehingga pedagang yang
menggunakan disebut sebagai pedagang kaki lima, baik secara menetap

atau setengah menetap berstatus tidak resmi atau setengah resmi yang

16 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010),

hal. 3
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dilakukan pagi, siang, sore dan malam hari. Salah satu bentuk sektor
ekonomi informal yang dikenal di kalangan masyarakat adalah kegiatan
pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan kebanyakan para pekerja sektor
informal sebagian besar terjun dan menekuni bidang usaha.’

Soedjana, mendefinisikan Pedagang Kaki Lima sebagai
sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas
trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat
perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran
dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap,
berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang,

sore maupun malam hari.'8

1" Winarno, Tesis, “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Di Kota Makassar”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2008). hal 38

18 Syamsul Hilal, “Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia”
(http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html  diakses
12 Desember 2019. 2013) pukul 19.00



http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html
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BAB |1
KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Journal of
Advanced
Research (2015),

Volume 3, Issue

6, 451-454)

Nama Judul Keterangan
Achmad The Informal | Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa
Djunaidi, Sector Of | sektor informal merupakan alternatif dari
Sudaryono, Shipping  City | imigran ~ yang  berkontribusi  dalam
Bambang Commercial pembangunan perkotaan. Sektor informal
Hari dan Al | Open Space | dalam hal ini berkaitan dengan pedagang,
Aswad (International karena pedagang termasuk pula dalam

sektor informal. Namun, pesatnya
pertumbuhan sektor informal tersebut
tanpa perawatan yang terencana dan baik
akan menimbulkan masalah bagi kota.
Perlunya pengembangan sektor informal
dengan intervensi langsung maupun tidak
langsung dengan mengeluarkan kebijakan
mengenai permasalahan yang terjadi.

Kemudian, dengan penataan ruang

terbuka yang memiliki nilai jual tinggi

atau nilai peminatan yang tinggi dalam
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rangka menciptakan ruang terbuka bagi

semua kalangan di kawasan perkotaan.

Eko Budi | Analysis  And | Permasalahan dalam jurnal tersebut tidak
Sulistio Policy Design Of | jauh berbeda dengan permasalahan pada
Street Vendors | umumnya di Indonesia. Permasalahan

Management In | pedagang kaki lima yang seakan tidak ada

Bandar habisnya di Bandar Lampung sampai saat

Lampung ini, keberadaan pedagang kaki lima masih

(International menjadi program dari Pemerintah yang

Journal of | berusaha mencari solusi. Namun yang
Administrative | berbeda  ialah,  faktor  penyebab

Sciense and | masyarakat menjadi pedagang kaki lima,

Organization, yakni: faktor keberlangsungan hidup,

Volume 19 | kurangnya modal untuk menjalankan

Number 3, | bisnis yang lebih besar, alasan untuk

September memenuhi kebutuhan pendidikan,

2012) kekurangan pekerjaan dan pekerjaan

sementara, garis keturunan serta birokrasi

yang sulit.

Emmanuella | The informal | Penelitian ini melihat kebutuhan mutlak
C. sector and the | yang menggabungkan analisis lingkungan
Onyenechere | environment in | disektor informal, yang mana masih perlu

nigerian towns:

dibenahi untuk pembangunan ekonomi




14

what we know
and what we still
need to know.
(Research
Journal of

Environmental

sektor informal, lingkungan yang
memadai kesehatan, dan harmoni sosial di
pusat-pusat Kota Nigeria, terkhususnya
kota Nigeria Tenggara dan lainnya yang
kegiatan ekonomi informal beroperasi di

jalanan dan tempat umum lainnya, dan

and Earth | sering kali dianggap sebagai luka oleh
Sciences kebanyakan orang dan diusir dari pusat
January 05, | kota atas nama “kebersihan publik dan
2011) ketertiban”.
Muhammad | The Analysis of | Penelitian tersebut menjelaskan tentang
Guntur Micro Business | kebijakan pubik Pemberdayaan Usaha

Empowerment
Policy
Implementation
in Makassar
City,

Indonesia,
(Advances in
Economics,
Business and
Management

Research

Mikro di Kota Makassar. Memberikan

sosialisasi dan penyuluhan kepada
pedagang kaki lima merupakan salah satu
implementasi dari kebijakan Peraturan
Daerah No. 10 tahun 1990 tentang
Pembinaan Jalan Kota Makassar. Bagi
para pedagang kaki lima yang melanggar
peraturan tersebut, tindakan pertama yang
diberikan dalam bentuk peringatan
kepada pedagang kaki lima atau bisa
disebut  tindakan

pencegahan  non-
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(AEBMR),
Volume 92,

2018

yudisial.  Untuk tahap selanjutnya
penegakan hukum diimplementasikan
sebagaimana diatur dalam Kepolisian

Sipil Kota Makassar. Dalam penelitian ini

menganalisis kebijakan publik
menggunakan teori implementasi
Edwards Ill, implementasi kebijakan

dinilai  belum mampu menyelesaikan
masalah yang ada. Ini disebabkan oleh
koordinasi dan birokrasi yang tidak jelas,
dan struktur yang bertanggung jawab
untuk menangani masalah Pedagang kaki
lima di Kota Makassar sehingga arus
komunikasi yang berjalan antara sektor /
layanan dengan mereka yang menangani
Pedagang kaki lima sepertinya tidak
terkoordinasi dengan baik. Selain itu,
kebijakan terkait dengan Pedagang kaki
lima dalam  perumusannya tidak
melibatkan Pedagang kaki lima itu

sendiri.

Damai

Magdalena

Penataan

Dan

Pemberdayaan

Penelitian tersebut membahas tentang

penataan dan  pemberdayaan pedagang
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Pedagang Kaki
Lima Dari Janji
Politik
Pemilihan
Kepala Daerah
Serentak Tahun
2017 Dan
Urgensinya
Dalam
Pembentukan
Peraturan
Daerah. (Jurnal
Legislasi
Indonesia

Volume 14

Nomor 02)

kaki lima kerap Kali

menjadi jargon

politik oleh pasangan calon pemimpin

untuk mendongkrak popularitas atau

jumlah suara dalam ajang Pemilihan

Kepala Daerah. Menyeruakan kebijakan-

kebijakan yang pro rakyat dan metode

blusukan saat ini menjadi tren kampanye

PILKADA. Berikut Kepala Daerah yang

mengusung isu pedagang kaki lima pada

program kampanye:

Anies Baswedan dan Sandiaga,

mereka berpendapat bahwa
pedagang kaki lima harus ditata
tanpa menggusurnya serta
melibatkan seniman dan budayawan
guna menata tempat pedagang kaki
lima agar lebih indah dan bernilai
seni.

Agus Harimurti Yudhoyono dan
Sylviana Murni, pasangan ini
memiliki kunci bahwa pedagang
kaki lima ditata dan diberdayakan

bukan disingkirkan, Agus berjanji
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akan menata pedagang kaki lima di
kawasan kota tua.

e Basuki Tjahja Purnama, beliau
merelokasi pedagang kaki lima ke
tempat khusus dan diberi gerobak
gratis serta memberi kredit melalui
bank DKI sebagai modal usaha

pedagang.

Lia Hanifa

Street Vendors
Resiliencies:
The Role of
Social Capital
and Community
Governance,
Proceedings of
the 2ndAceh
Global
Conference on
Business
Economic and
Sustainable
Development

Trends (AGC-

Penelitian ini menunjukkan ada beberapa
aspek modal sosial dalam interaksi
pedagang satu dengan lainnya, yakni
kepercayaan antar pedagang, saling
membantu modal dan pertemuan-
pertemuan sesama pedagang. Penelitian
inimerekomendasikan revisi Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang
kaki lima, dimana pemberdayaan
didasarkan pada penguatan kapasitas
kelembagaan dan daya saing kelompok
pedagang. Selain itu, diperlukan kerja
sama dalam memperkuat kapasitas

komunitas pedagang kaki lima dengan
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BEST) 2019,
October 17-18,
2019, Banda

Aceh, Indonesia

ekonomi kreatif, sehingga keberadaan
kelompok ini dapat memicu pertumbuhan

ekonomi dan pariwisata di Baubau.

Rulinawaty

Kasmad

ANALYSIS OF
LOCAL
GOVERNMENT
CAPACITY
BUILDING
NETWORK IN
EMPOWERING
STREET
VENDORS
POLICY
IMPLEMENTAT
ION IN
MAKASSAR
CITY,
INDONESIA,
European
Journal of
Research  and

Reflection in

Penelitian ini menganalisis tentang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) sebagai bentuk implementasi
kebijakan pemberdayaan PKL. Namun
LPM belum dikatakan efektif dalam
pemberdayaan PKL dl Kota Makassar.
Hal tersebut terjadi karena pengembangan
sumber daya manusia yang terintegrasi,
penguatan organisasi, dan reformasi
kelembagaan tidak dilakukan sebagai
karakteristik organisasi berbasis jaringan.
LPM  dibentuk dan  melakukan
pemberdayaan kebijakan yang masih
menggunakan sistem birokrasi, dimana
sistem tersebut dinilai belum mampu
secara

memberdayakan  masyarakat

umum.
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Management
Sciences Vol. 4

No. 4, January

2016
Sheri Lynn Sosialisasi, Penelitian ini menjelaskan bagaimana
Gibbings, Street Vendors | pedagang kaki lima yang pada akhirnya

and Citizenship
in  Yogyakarta,
(Brill is
collaborating
with JSTOR to
digitize,
preserve and
extend access to
Citizenship and
Democratization
in Southeast

Asia 2017)

hanya mengikuti peraturan-peraturan
Pemerintah dengan paksaan. Namun, para
pedagang memiliki akses ke sejumlah
sumber daya baru, yang membuat
pekerjaan pemerintah jauh lebih sulit.
Pertama, para pedagang memiliki akses
ke serangkaian organisasi masyarakat
sipil yang membantu mereka
merumuskan dan mengajukan tuntutan
terkait dengan hukum. Meskipun para
pedagang mungkin ilegal, mereka masih
memiliki hak sebagai warga negara untuk
dikonsultasikan dengan benar. Kedua, ada
yang membantu mengakses institusi

seperti  pengadilan dan  organisasi
ombudsman. Daripada mencoba untuk

mengklaim hak-hak mereka melalui
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transaksi di belakang, para pedagang
dengan  demikian  berusaha  untuk
menggunakan  undang-undang  baru
disahkan sejak Reformasi untuk secara
resmi menantang proyek. Dari perspektif
pejabat pemerintah, proses sosialisasi
yang mereka lakukan berjalan sukses
dengan akhirnya memindahkan para
pedagang sesuai rencana. Sosialisasi
merupakan strategi legitimasi yang
digunakan oleh  pemerintah  untuk
membenarkan bagaimana mereka
melakukan relokasi dengan mengatakan
bahwa mereka berkonsultasi dengan para
pedagang. Dari pengamatan peneliti
terhadap sosialisasi ini  pertemuan
pemerintah sering lebih peduli dengan
pemegang mereka, dan mengatakan
bahwa mereka telah bertemu dengan para
pedagang, daripada mempertaruhkan

pekerjaan mereka.
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Dian Lestari

Implementasi
Kebijakan
Penataan,
Pengelolaan Dan
Pemberdayaan
Pedagang Kaki
Lima (PKL) Di
Kota  Salatiga
(Jurnal
Mahasiswa
Admministrasi
Negara, Volume

02 Nomor 02,

Oktober 2018)

Penelitian tersebut menemukan bahwa
masih banyak pedagang kaki lima yang
masih menempati tepat terlarang untuk
berdagang. Dinas Perdagangan Bidang
PKL Kkesulitan mencari ruang untuk
merelokasi pedagang kaki lima yang
melanggar peraturan sehingga
menjadikan kota yang lebih tertata dan
tidak mengganggu aktivitas lainnya.
Solusi yang ditawarkan oleh Dinas

Perdagangan dan Tim Pelaksana
Sosialisasi adalah bekerja sama dengan
Kecamatan dan tokoh masyarakat. Setiap
lokasi yang terdapat pedagang kaki lima,
membentuk paguyuban yang diketuai
oleh pedagang itu sendiri, yang kemudian
nantinya mengikuti  sosialisasi  dari
Pemerintah. Lalu faktor komunikasi yang
dilakukan oleh Dinas Perdagangan
menggunakan pendekatan kekeluargaan
serta melibatkan beberapa dinas untuk
membantu dalam penataan, pengelolaan

dan pemberdayaan pedagang kaki lima,
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namun untuk faktor disposisi dalam
penataan pedagang kaki lima ini
menggunakan hati nurani mengakibatkan
ketidaktegasan dalam penataan pedagang.

Dan faktor sumber daya yang berupa

fasilitas di Kota Salatiga masih kurang

terpenuhi  karena pedagang semakin
meningkat  namun  tempat  tidak
bertambah.

Luluk

Fauziah

Dampak Sosial
Ekonomi
Relokasi
Pedagang Kaki
Lima Di
Kecamatan
Buduran
Kabupaten

Sidoarjo (JKMP

Volume 4
Nomor 02,
September
2016)

Proses relokasi pedagang kaki lima tidak
sesuai dengan tahapan relokasi yang
tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2012 yang dimulai dari
tahapan pendataan dengan dua kali survey
dan dan pendaftaran pedagang kaki lima,
penetapan lokasi pedagang kaki lima,
pemindahan dan penghapusan lokasi
pedagang kaki lima sampai peremajaan
lokasi pedagang kaki lima. Dampak sosial
relokasi pedagang kaki lima di kawasan
jembatan layang Kecamatan Buduran,
pedagang kaki lima merasa nyaman
karena memiliki

tempat baru yang
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disediakan Pemerintah. Namun menurut
Luluk (dalam Dampak Sosial Relokasi
Pedagang Kaki Lima), dari segi
keamanan, masih belum sepenuhnya
terjaga dan aman karena pembeli lebih

memilih parkir di pinggir jalan.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, Peraturan
Daerah masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki
lima di sejumlah daerah termasuk Surabaya. Ketidakberhasilan kebijakan
tersebut di latarbelakangi banyak faktor yang berbeda bergantung cara
pandang serta lingkungan dan karakteristik masyarakatnya. Solusi setiap
daerah berbeda-beda untuk mengatasi persoalan pedagang kaki lima, di
Kota Bandung terdapat zona merah untuk memberi tanda bahwa lokasi
tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan. Lain hal nya dengan Kota
Surabaya dalam mengatasi pedagang kaki lima, Kota Metropolitan kedua
ini membangun sentra PKL di beberapa titik di Kota Surabaya. Dengan satu
tempat sentra terdiri dari beberapa kios yang dapat dipergunakan para
pedagang kaki lima, namun sangat disayangkan bahwa di beberapa sentra,
pedagang mengeluhkan penurunan pendapatan dikarenakan tempat yang
sepi pengunjung.

Jika dikaitkan dengan beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini
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bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di
Pasar Kapasan serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung
peraturan daerah tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn merumuskan implementasi sebagai
berikut: those action by public or private individual (for group) there are
dirrect at the achievements of objectives for in prior policy decisions;
(tindakan-tindakan yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan kebijakan”.*®

Berkenaan dengan implementasi kebijakan tersebut, Menurut
Edwards 11l (dalam Yulianto 2015:60) menegaskan bahwa: The study of
policy implementation is crusial for the study of public administration
and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage
of policy-making between the establishment of a policy — such as the
passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing

down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule -

and the consequnces of the policy for the people whom it affects. If a

19 1bid, hal. 6



25

policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which was
designed, it will probably be a failure no matter how well it is
implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to
achieve the goals of its designers.

Implementasi kebijakan termasuk dalam pembuatan keputusan,
seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya
peraturan keputusan pengadilan, keluarnya peraturan eksekutif atau
keluarnya peraturan-peraturan dalam lingkup masyarakat yang
mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Tidak semua kebijakan
diambil secara tepat maka akan terjadi keberhasilan atau bisa dianggap
gagal mencapai tujuan jika implementasi kebijakan tidak berjalan baik
dan optimal.?°

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat
memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu kebijakan melalui
implementasi kebijakan dalam bentuk program yang dilaksanakan oleh
implementor, yakni Pemerintah, birokrasi dan masyarakat.

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur,
sebagai berikut: 1) proses, yaitu rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang
dilakukan untuk mewujudkan sasaran / tujuan yang telah ditetapkan; 2)
tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas-aktivitas

yang dilaksanakan, dan 3) hasil atau dampak, yaitu manfaat nyata yang

20 Prof. Dr. Yulianto Kadji, M. Si, “Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan
dan Perilaku Birokrasi dalam Faktor Realita.”, Cetakan Pertama, (Gorontalo:UNG Press, 2015),
Hal, 60
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dirasakan oleh kelompok sasaran. Dengan demikian studi implementasi
kebijakan publik pada prinsipnya berusaha memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah sesuatu program dirumuskan, yaitu peristiwa-
peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses kebijakan
ditetapkan, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun
usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Terdapat tiga unsur penting dalam proses implementasi
kebijakan, yaitu:??

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;

2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, baik
mengalami perubahan atau peningkatan;

3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi maupun
perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh
pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun implementasi program pemerintah dapat dipandang dari
tiga sudut yang berbeda, yaitu: pertama, pemrakarsa kebijakan/ pembuat
kebijakan; kedua, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan ketiga,
aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa

program itu dituju, yakni kelompok sasaran.?®

21 Hj. Rulinawati Kasmad. S.sos. M,Si. “Studi Implementasi Kebijakan Publik”,(Makassar: Kedai
Aksara , 2013)

22 | bid,

23 Syukur Abdullah, “Ekologi administrasi Negara ”, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) Hal. 396
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2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (Public Policy) dapat dilihat sebagai konsep
filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu
kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan
serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk,
kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi;
dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana
melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang
diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai
produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan
suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu
dan metode implementasinya.?*

Easton dalam pemikirannya berpendapat bahwa kebijakan publik
sebagai the autorative allocationof values for the whole society, definisi
ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik
(pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya
dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini
disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a
political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat

dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab

2 Yeremias T. Keban, “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu”,
(Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 55
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dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta
untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta
mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.?

Terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: (a)
Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami,
karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan
nasional. (b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur,
karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita
sudah ditempuh.?®

Woll menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah
aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik
secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat.?’

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai is whatever
government chooseto do or not to do (apapun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan
bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan
bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik
semata, sehingga di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai

%5 | eo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik 7, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) Hal 19

26 Riant Nugroho Dwijowijoto, “Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan
Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global ”, (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2001) Hal 58

2" Tangkilisan, “Implementasi Kebijakan Publik 7, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003). Hal
2
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pengaruh/dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk
melakukan sesuatu.?

Menurut Hoogerwerf, objek dari ilmu politik adalah kebijakan
pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud
dengan kebijakan publik ialah membangun masyarakat secara terarah
melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan de
samenleving door middel van machtsuitoefening).?°

Menurut Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Suparno (2017:8)
kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku bercirikan oleh perilaku
yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh
mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by
behavioral consistency and repetitivenenss on the part of both those who
make it and those who abide it).*°

Dari definisi beberapa diatas, kebijakan publik bertujuan untuk
mengatasi permasalahan masyarakat yang sifathya memaksa dengan
adanya peraturan-peraturan yang berlaku dan dibuat berdasarkan
keputusan proses politik melalui kondisi lingkungan yang terjadi.

3. Pedagang Kaki Lima
Menurut Hart, dalam Widjajanti (2013:19) menjelaskan

pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal dalam

28 M. Irfan Islamy, “Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara ”, (Jakarta: Bumi Aksara 2009),
Hal 19

2 Prov. Miriam Budiarjo, “Dasar-dasar llmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008),
Hal 21

30 Suparno. “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek”, (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya,
2017), Hal 08
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kesempatan memperoleh pendapatan dengan usaha sendiri. Terdapat
beberapa ciri pedagang kaki lima antara lain:

a. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik karena unit usaha
timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang
tersedia di sektor formal;

b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha;

c. Pola kegiatan tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja;

d. Biasanya kebijakan Pemerintah untuk membantu ekonomi lemah
tidak sampai pada sektor ini;

e. Unit usaha sering berganti-ganti dari satu sub sektor satu ke sub
sektor yang lain;

f. Menggunakan teknologi tradisional/konvensional;

g. Perputaran modal relatif kecil, sehingga skala operasinya juga
kecil;

h. Cara menjalankan usahanya tidak memerlukan pendidikan formal,
sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;

i. Pada umumnya unit usahanya bersifat one man enterprize dan
kalaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri;

J. Sumber dana dan modal sendiri atau pinjaman dari lembaga

keuangan tak resmi; serta
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k. Hasil produksi dan jasa terutama dikonsumsi oleh lapisan
berpenghasilan menengah ke bawah.3!

Pedagang kaki lima yang biasa disebut pedagang kecil yang
menjual barang dagangnya di emperan toko, tepi jalan, sekitar taman,
sekitar pasar, sekitar gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. Yang
mana karakteristik pembeli dominan berasal dari golongan menengah
maupun bawah, namun tetap tidak selalu demikian. Dalam lingkungan
pedagang kaki lima cenderung berjualan secara berkelompok, dan
dikelompokkan sesuai barang yang dijualnya.

Wingjosoebroto yang dikutip dalam (Devin 2016:30)
mengatakan bahwa pedagang kaki lima sesungguhnya adalah kelompok
masyarakat yang masih tergolong marginal, terkucilkan dan tidak
berdaya, mereka menjajakan barang dagangannya diberbagai belahan
kota. Mengapa dikatakan marginal? Sebab mereka rata-rata tersisinkan
dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelan oleh kemajuan kota itu
sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena pedagang kaki lima
tidak terlindungi dan tidak terjangkau oleh hukum, proses berdagang
dengan tawar-menawar lemah, dan sering kali menjadi objek penataan

dan penertiban kota yang tidak jarang bersifat menindas bahkan rusuh.®?

31 Lalu Mulyadi. “Studi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Malang.” Spectra Nomor
15 Volume Viii Januari 2010, hal. 29

32 Devin Yusep Prianto, “Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar
Tugu Bandar Lampung (Studi tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Pedagang Kaki Lima)”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal 30”
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Sedangkan, Kartini Kartono mendefinisikan pedagang kaki lima
dapat dirumuskan sebagai berikut:®

1) Pada umumnya dapat dikatakan bahwa para pedagang kaki lima
berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal.

2) Perkataan kaki lima memberikan pengertian bahwa mereka pada
umumnya menjual barang-barang dagangannya pada gelaran
tikar di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap
strategis.

3) Para pedagang kaki lima pada umumnya memperdagangkan
bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lain yang dijual
secara eceran.

4) Para pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil. Bahkan ada
yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan
mendapatkan komisi.

5) Pada umumnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan
oleh para pedagang kaki lima itu relatif rendah.

6) Kuantitas barang dagangan para pedagang kaki lima itu sendiri
relatif tidak seberapa besar.

7) Kasus dimana pedagang kaki lima b erhasil secara ekonomis,
sehingga akhirnya dapat menaikkan tangga dalam jenjang

pedagang yang sukses, agak langka.

33 Alisjahbana, “Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan ”, (Surabaya: ITS press, 2006), him. 43
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8) Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan usaha
yang melibatkan seluruh anggota keluarga.
4. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu memuat tiga komponen dasar, yaitu
tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Interaksi
antara ketiga komponen inilah yang biasa disebut sebagai implementasi.
Dalam suatu proses kebijakan publik, implementasi merupakan suatu
tahap yang harus senantiasa ada dan merupakan tahap yang esensial dan
tak mungkin terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan sebagai suatu
sistem.3*

Berbagai tahap kebijakan yang dikemukakan oleh berbagai ahli,
tak satupun yang melewatkan tahap implementasi sebagai tahapan
terpenting dalam sistem kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena
aspek implementasi inilah yang menentukan untuk merealisasikan
kebijakan publik menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan
publik, dalam arti tidak hanya menjadi rencana bagus di atas kertas
belaka. Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting
dalam kebijakan negara, karena betapapun baiknya suatu kebijakan
dirumuskan tidak akan bermakna jika tidak dilaksanakan.®® Pernyataan
tersebut sejalan apa yang dikemukakan oleh Wahab, implementasi

kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan selain

34 Samodra Wibawa, “Evaluasi Kebijakan Publik”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 5
35 Mahjardi Anderson, “4A Taxonomy for Learning, Teaching, ans Assesing (A Revision of Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives, Abridged Edition) ”, (New York: Longman, 2000) hal. 23-24
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tanap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.®® Dalam proses

kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah, yaitu:3’

o

problem identification (identifikasi masalah kebijakan);

=

formulation (tahapan formulasi kebijakan);

o

legitimation (legitimasi kebijakan);

o

implementation (implementasi kebijakan); dan

2

evaluation (evaluasi kebijakan).

Pihak-pihak yang berperan dalam proses memiliki kepentingan
yang sama dalam proses kebijakan publik , karena memiliki peran masing-
masing guna mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam pandangan Ripley (1985), tahapan kebijakan publik

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik

Penyusunan
—* agenda Hasil . Agenda
pemerintah
Formulasi dan e Ditleutl
— legitimasi Hasil » Kebijakan
1 r
Impiementasi < Diperiukan
— kebijakan Hasil .| Tindakan
kebijakan
= Diperiukan T
Evaluasi terhadap i - = b\’lengarah ke
— implementasi, kineria |« Kinerja dan
dampak kebijakan

Kebijakanbaru
-

(Sumber: Ripley, 1985:49)

3 Solichin Abdul Wahab, “Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan
Negara”, (Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara, 2002) hal. 45

37 Thomas R. Dye, “Understanding Public Policy. Englewood Cliffs”, (New York: Prentice-Hall
International, Inc. 1981) hal. 340
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Terdapat tidak kegiatan yang perlu dilakukan dalam penyusunan
agenda kebijakan, yaitu; i) membangun tanggapan di kalangan
pemangku kebijakan bahwa setiap peristiwa dianggap sebagai masalah.;
i) membuat batasan masalah; dan iii) mengarahkan dukungan agar
masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah, yang mana akan
ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Tahap berikutnya
adalah formulasi dan legitimasi kebijakan, pada tahap ini perlu dilakukan
mengumpulkan dan menganalisis informasi yang bersangkutan dengan
permasalahan yang kemudian dikembangkan menjadi solusi-solusi
kebijakan. Dalam hal ini, dibutuhkan membangun dukungan dan
melakukan negosiasi dengan masyarakat dan elite politik, sehingga
sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Kemudian, memasuki tahap
implementasi kebijakan. Serta perlu adanya dukungan sumber daya, dan
penyusunan organisasi pelaksana kebijakan dalam unsur proses
implementasi. Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, proses
implementasi terdapat sistem insentif, perhargaan dan sanksi. Tahap
terakhir ialah, evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, baik
kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi
penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan akan

lebih baik dan lebih berhasil.38

38 Prof. DR. Yulianto Kadji, M.Si, “FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas”, Cetakan Pertama, (Gorontalo: UNG
Press, 2015), Hal 14
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Dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi
kebijakan yang mana pada implementasi kebijakan merupakan suatu
proses kegiatan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan Pemerintah.
Dengan teori tersebut peneliti dapat menganalisis kebijakan Pemerintah
yakni, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Penataan Dan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya.

a. Model Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Meter dan
Carl Van Horn
Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho, mengatakan:
”Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan
secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan Kinerja
kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai
variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:
1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2) Karakteristik dari agen pelaksana / implementasi,
3) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor’3®
Van Meter dan Van Horn (1975) memformulasikan adanya 6

(enam) variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan,

yaitu:

39 Hadi Nugroho, “Analisis Kebijakan Publik”, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Hal 167
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Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik®

Komunikasi antar
organisasi dan kegiatan
pelaksanaan

Ukuran dan
tujuan kebijakan

L4 Prestas

IC'iri badan pelaksanal Sikap para |plkerja
pelaksana
Sumber-sumber _’__’__’___,_,_,-—-f'-"/’
kebijakan
\ Lingkungan : ekonomi
Sosial, dan Politik

(Sumber: Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek Suparno)
1) Standar dan tujuan kebijakan,

Tujuan/sasaran dan standar kebijakan, merupakan faktor
krusial dalam proses implementasi. Pada kasus tertentu, tujuan
dan standar kebijakan mungkin terumuskan dengan jelas dan
spesifik, serta relatif mudah diukur. Tetapi pada kasus lain,
tujuan dan standar kebijakan ini tidak terumuskan dengan jelas
dan spesifik, serta relatif sulit diukur. Tingkat kejelasan tujuan
dan standar kebijakan, dapat menentukan corak respon
implementor  terhadap  kebijakan.**  Ketidakmampuan
pelaksana, Ketidakpastian tujuan dan standar kebijakan, dapat
menyebabkan kesulitan bagi implementor untuk memahami
serta melaksanakan dan sekaligus memunculkan perbedaan

instruksi berbagai aktor (elite politik) yang terlibat dalam

40 Suparno. “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek”, (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya,
2017), hal 34

4 Van Meter D.S. dan Van Horn C.E. “The Policy Implementation Process: A Conceptual
Framework. Administration and Society”. 1974. Hal. 8.
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proses implementasi yang mengakibatkan implementasi
mengalami kerancuan bahkan tidak berjalan.
2) Sumber daya

Pelaksana kebijakan merupakan bagian dari sumber daya baik
dari personal, kewenangan, keuangan, kelengkapan sarana dan
prasarana. Apabila tujuan, isi dan sasaran kebijakan sudah
dirancang secara konsisten dan jelas tetapi terkendala oleh
kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan,
implementasi tidak akan berjalan lancar. Kebijakan pemerintah
akan hanya tinggal sebatas angan-angan dalam kertas saja
tanpa bentuk perwujudan dalam memecahkan permasalahan
yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dalam hal ini Wahab (2010), menjelaskan
bahwa sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya
finansial. *> Sumber daya yang penting antara lain jumlah staf
yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang
cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan,
otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan
sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari

kebijakan, serta dukungan fasilitas, termasuk sarana/prasarana,

42 Solichin Abdul Wahab, “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”, (Malang: UPT Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Malang, 2008)
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dan aktivitas untuk memberikan pelayanan publik. Sumber
daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa kebijakan
tersebut tidak akan dapat diimplementasikan, pelayanan prima
tidak akan dilaksanakan, dan aturan-aturan yang masuk akal
pun tidak akan disusun dengan sebaik-baiknya.** Sumber daya
diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu
sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan
teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan
biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh
organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial
dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara
teknologis, sumber daya berkaitan dengan kemampuan
transformasi dari organisasi.**
3) Komunikasi

Komunikasi memegang peran yang sangat penting karena
pelaksana kebijakan pun harus mengetahui apa yang akan
dikerjakan. Pelaksana kebijakan mempunyai tanggung jawab
dalam proses implementasi kebijakan agar dapat berjalan
secara efektif. Maka, perintah yang disampaikan untuk
mengimplementasikan kebijakan haruslah secara konsisten,

jelas dan akurat kepada pelaksana, baik itu masyarakat,

43 Prof. DR. Yulianto Kadji, M.Si, “FORMULASI DAN IMPLEMENTASII KEBIJAKAN PUBLIK
Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas”, Cetakan Pertama, (Gorontalo: UNG
Press, 2015), Hal.66

“Tachjan, “Implementasi Kebijakan Publik ”, (Bandung: AIPI, 2006), hal 135
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pedagang maupun pejabat negara. Apabila pesan serta perintah
kebijakan tidak tersampaikan dengan jelas dan spesifik oleh
pembuat kebijakan, maka dapat dipastikan akan terjadi
kesalahpahaman di tingkat implementor dan dapat berimbas
kepada hasil implementasi kebijakan yang tidak dapat berjalan
lancar.

Disposisi implementor

Disposisi dimaksudkan dengan sikap pelaksana terhadap
kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Sikap pelaksana
tidak selalu sejalan dengan pembuat kebijakan, cara pandang
pun dapat berbeda, bagaimana cara implementator melihat
kebijakan akan berdampak pada kepentingan perorangan dan
organisasi mereka.

Karakter lembaga pelaksana

Meskipun komunikasi antar pembuat kebijakan yang
menghasilkan kebijakan pada implementator sebagai pelaksana
kebijakan sudah baik atau terlaksana dengan baik serta sumber
daya telah mencukupi dan para implementator mengetahui atau
paham apa yang harus dilakukan, tetapi masih terhambat oleh
inefisiensi struktur birokrasi maka kebijakan pun tidak dapat
berjalan efektif.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
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Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan faktor
pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
Kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi
kebijakan karena merupakan sasaran dari kebijakan publik
yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik tersebut.
Hal yang sama pula untuk ketersediaan sumber daya ekonomi
juga sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.
Kelompok kepentingan dalam masyarakat juga sangat penting
yang perlu diperhatikan baik dalam formulasi kebijakan

maupun implementasi kebijakan.*

4 Hj. Rulinawati Kasmad. S.sos. M,Si. “Studi Implementasi Kebijakan Publik” ,(Makassar: Kedai

Aksara , 2013



C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir
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Terdapat masalah-masalah yang terkait Implementasi Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya, diantaranya:

1. Peraturan Daerah masih belum optimal, terbukti dari masih adanya
Pedagang Kaki Lima masih berjajaran di bahu jalan yang belum
sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

2. Masih kurangnya sumber daya fasilitas, manusia dalam melakukan
penyediaan ruang PKL di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya, karena belum ada penyelesaian terkait fasilitas tempat
pengganti bahu jalan dan pelaksana dari kebijakan belum semua
bekerja sesuai dengan tugasnya.

3. Koordinasi dan sosialisasi antar dinas terkait masih belum maksimal,
perencanaan pemberdayaan yang belum menemukan solusi bagi
PKL, di Kota Surabaya sudah terdapat sentra Pedagang Kaki Lima
namun masih belum maksimal dikarenakan sepi pengunjung.

4. Kondisi sosial dan ekonomi yang rata-rata menengah kebawah
memaksa para pedagang untuk tetap berjualan dengan melanggar
aturan Pemerintah karena keterbatasan-keterbatasan yang menjerat
mereka.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka
dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis Implementasi Perda Nomor

17 Tahun 2003 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota

Surabaya sudah berjalan baik ataupun tidak, karena sebuah penelitian
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tidak akan menemukan titik terang atau untuk membatasi analisis jika
tidak diimbangi dengan teori yang berkaitan dengan masalah
dilapangan. Dengan masalah tersebut, peneliti menggunakan
indikator implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Meter
dan Carl Van Horn yang dikutip dalam Leo Agustino terdapat 6
variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:*®

e Standar/ukuran Tujuan Kebijakan

e Sumber daya

e Komunikasi

e Disposisi implementor

e Karakter lembaga pelaksana

e Kondisi sosial, ekonomi dan politik

6 Leo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik ”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) Hal 50
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.*’ Sedangkan menurut Moleong (2013:6) metode
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti seperti perilaku, motivasi,
persepsi, tindakan dan lain-lain secara halistik dan dengan cara deskriptif
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.*®

Menurut Creswell dalam Raco (2013), metode penelitian kualitatif
dibagi menjadi 5 (lima), yaitu biografi, fenomenologi, grounded-theory,
ethografi, dan studi kasus.*® Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota
Surabaya adalah Penelitian Kualitatif-Studi kasus (case study). Penelitian
Kualitatif-Studi kasus merupakan metode penelitian yang sangat relatif dapat
menganalisis realitas masalah sosial secara mendalam dengan didasarkan pada
fakta-fakta yang ada di lapangan dengan melibatkan pengumpulan beraneka

ragam sumber informasi.

47 Sugiyono, “Metode Penelitian Administrasi”. (Bandung: Alfabeta 2010). Hal 1

48 Lexy J. Moleong, “Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
Hal 6

49 Josezf Richard Raco, “Metode Peneiltian Kualitatif”, (Jakarta: PT Grasindo, 2013), hal 49
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Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari
sistem-sistem terkait yang menarik untuk diteliti karena corak khas kasus

tersebut.*°

. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pasar Kapasan Kelurahan Kapasan
Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Adapun konsideran dalam pemilihan
lokasi ini, pertama Pasar Kapasan merupakan pusat grosir untuk
produk garment terlengkap, terbesar dan tertua di Surabaya. Dengan luas
bangunan 16.491 m?, jumlah stan mencapai 1460 buah, jumlah pedagang
sebanyak 770 jiwa. Kedua, banyak pembeli dari dalam Kota Surabaya dan ada
juga dari luar kota maupun luar pulau. Lokasinya 200 meter arah timur dari
pertigaan jalan Kampung Seng-Kapasan. Tidak bisa dipungkiri apabila banyak
pengunjung berbondong — bondong memadati Pasar Kapasan ini. Selain
letaknya yang sangat strategis dan efisien, kebersihannya pun juga
diperhatikan. Ketiga, harga juga sangat bersaing, pengunjung hanya boleh
membeli grosiran (tidak diecer), kebanyakan disini para pembeli berasal dari
pedagang toko pakaian yang nantinya akan menjual kembali produk garment
dari Pasar Kapasan.®!

Dengan popularitas yang begitu tinggi maka tidak heran jika pasar

kapasan menjadi pilihan alternatif untuk para pengunjung membeli barang

% jbid

51

Ipank, “Jalan - Jalan ke Pusat Grosir Pasar Kapasan Surabaya”

(http://surabaya.panduanwisata.id/pusat-perbelanjaan/jalan-jalan-ke-pusat-grosir-pasar-kapasan-

surabaya/ diakses pada 22 Desember 2019, 2013) pukul 2.53


http://surabaya.panduanwisata.id/pusat-perbelanjaan/jalan-jalan-ke-pusat-grosir-pasar-kapasan-surabaya/
http://surabaya.panduanwisata.id/pusat-perbelanjaan/jalan-jalan-ke-pusat-grosir-pasar-kapasan-surabaya/
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untuk konsumsi pribadi maupun dijual kembali. Keramaian tersebutlah yang
memanggil penjual untuk meraup keuntungan disela kesempatan. Namun tidak
jarang para penjual melanggar peraturan dengan berjualan dibahu jalan dan
trotoar yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan raya. Hal tersebut
menjadi alasan mengapa peneliti tertarik memilih Pasar Kapasan sebagai obyek
penelitian.

Waktu penelitian nya yaitu minimal 3 bulan dari Jadwal yang
ditentukan yaitu dari bulan Januari, Februari dan Maret.
. Pemilihan Subjek Penelitian

Dari pihak instansi Pemerintah terkait pemilihan subyek penelitan yaitu
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya dan
Satpol PP Kecamatan Simokerto sebagai informasi tentang pelaksanaan Perda
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kota Surabaya. Kemudian informasi pendukung akan menjadi sumber
data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni Pedagang Kaki
Lima di sekitar Pasar Kapasan serta pengguna jalan raya dan trotoar.

Peneliti memilih informan sesuai dengan Kkriteria tertentu yang
berkaitan dengan topik peneliti yang berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan,

yakni menggunakan purposive sampling.
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D. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong terdapat tiga tahapan dalam penelitian kualitatif,

yakni:®?

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan meliputi kegiatan penentuan fokus

penelitian, konsultasi fokus penelitian, tahapan konteks penelitian
dengan langkah awal ke lapangan di Pasar Kapasan Kecamatan
Simokerto Kota Surabaya, penyusunan usulan penelitian dan
seminar proposal penelitian dan dilanjut dengan mengurus surat
perizinan penelitian.

Tahap penelitian lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan
bahan-bahan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu tentang
implementasi peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun
2003. Implementasi peraturan daerah memberikan gambaran
tentang formulasi peraturan daerah, pelaksanaan peraturan daerah
dan kendala terlaksananya peraturan daerah.

Tahap analisis data, melakukan pengolahan data yang diperoleh
melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan
informan, dan dokumentasi. Yang selanjutnya dilakukan
pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data

dan metode untuk memperoleh data yang valid. Hal terakhir dalam

52 exy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal

85-103
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menganalisi data yakni dengan penafsiran data yang merupakan
penentuan memahami konteks penelitian.

4. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini mencakup kegiatan
penyusunan hasil penelitian dari awal hingga penafsirkan data.
Setelah itu dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk
mendapat saran sebagai perbaikan sehingga mendapat hasil karya

yang lebih baik.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi
Pengamatan langsung yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. Pengamatan dilakukan di
Pasar Kapasan. Metode ini digunakan untuk pengamatan dan
pencatatan terhadap sikap Pedagang Kaki Lima, masyarakat, dan
instansi terkait ditempat pengamatan. Yang diperhatikan melalui
sikap-sikap yang mereka ambil dibeberapa situasi yang mereka
alami. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non
partisipan yang mana peneliti sebagai pengamat dalam penelitian

serta tidak melibatkan dirinya dalam penelitian sebagai pedagang



50

kaki lima, sehingga peneliti tidak memposisikan diri sebagai
pedagang kaki lima.
2. Wawancara
Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim dan Licoln
adalah percakapan, seni bertanya, dan mendengar (the ask of asking,
and listening). Wawancara merupakan salah satu pokok dalam
penelitian kualitatif.>® Jenis wawancara yang digunakan adalah tidak
tersturktur, dengan metode tersebut dapat dilakukan wawancara
secara mendalam. Pedoman wawancara yang digunakan berupa
garis-garis besar permasalahan yang perlu ditanyakan yang kemudian
peneliti berusaha mendapat informasi terkait permasalahan lebih
mendalam.
3. Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan
menganalisis dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik yang
relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.
F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisisi data

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses

53 Moh, Soehadha, “Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (kualitatif) ”, (Yogyakarta: bidang
akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 94
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ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum
data benar-benar terkumpul.>*
1. Reduksi Data.

Peneliti berusaha untuk merangkum data-data yang telah
peneliti dapatkan ketika melakukan observasi, wawancara serta data
dari sumber dokumen lain dengan cara menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data
sehingga peneliti dapat memilih data-data yang pokok atau sesuai
dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data.

Peneliti menyajikan data-data pokok yang telah dirangkum
sebelumnya ke dalam bentuk bagan dan penjelasan data dalam
bentuk teks, sehingga memberi kemungkinan akan adanya
penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan.

Peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan
analisis data pada tahap sebelumnya. Penarikan kesimpulan adalah
hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Menurut William Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

54 Unknow, “Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif”
(https://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html
diakses pada 23 Desember 2019, 2015) pukul 22.11



https://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html
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dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi
data, triangulasi peneliti dan triangulasi waktu.>® Pada penelitian ini, jenis
triangulasi data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Teknik dari
triangulasi ini adalah, peneliti akan menggunakan cara pengumpulan data yang

sama terhadap beberapa sumber data yang berbeda.*®

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang
masing masing bab mengandung sub-sub bab sebagai penjelasan secara detail
dari setiap bab-nya.

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini secara ringkasan dijelaskan
mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat
penelitian.

Bab kedua batasan penelitian, yang berisi tinjauan pustaka sebelumnya
yang menjelaskan tentang beberapa penelitian yang relevan sebelumnya. Lalu
penjelasan tentang beberapa aspek teoritis yang digunakan serta pembahasan
teoritis yang akan mengurai pemahaman tentang Implementasi Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya secara detail.
Pembahan teoritis meliputi: konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan

dan konsep pedagang kaki lima.

%5 Ibid, pukul 22.30
% Koko Juniko Pratama, Skripsi, “Evaluasi Implementasi Tilang Kendaraan Bermotor ”. (Padang:
Universitas Andalas, 2014)
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Bab ketiga metode penelitian, Pada bagian ini terdapat penjelasan tentang
mekanisme penelitian ini secara komprehensif. Bab ini terdiri dari beberapa
sub-bab, diantaranya adalah jenis penelitian, pemilihan lokasi dan waktu
penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analasis data,
dan teknik keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menyajikan
perbandingan hasil penelitian dengan teori yang disajikan dan menjadikannya
sebagai pembahasan yang meliputi implementasi Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya.

Bab kelima kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab penutup
yang berisi simpulan dan saran-saran baik bagi instansi pemerintah sebagai
pembuat peraturan dan pelaksana peraturan serta pihak pedagang kaki lima
yang merupakan subjek peneliti, dan masyarakat sebagai pengguna jalan
ataupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai
bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Dan di akhir halaman terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran. Dalam

lampiran terdiri dari transkrip, daftar wawancara dan dokumentasi.
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BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian Data
1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya terletak di pinggir pantai, wilayah yang menjadi arus lalu
lintas ekonomi masyarakat dari berbagai wilayah dan daerah sehingga tahun
1612 Surabaya sudah merupakan bandar perdagangan yang ramai
dikunjungi. Keterhubungan antar kota dan wilayah-wilayah penyokongnya
(hinterland) semakin bertambah baik dengan dibuatkannya rel kereta api
dan penggunaan kapal uap yang mulai semarak. Semakin banyak orang-
orang Eropa yang berdatangan ke Surabaya. Hal ini berakibat pada mulai
bermunculannya bank, perusahaan asuransi hingga rumah-rumah dagang di
Surabaya. Menjadikan Kota Surabaya berkembang pesat dengan cepat
begitupun arus urbanisasi yang terjadi di Surabaya. Pertumbuhan penduduk
yang sangat tinggi di Surabaya dari berbagai macam ras dan bangsa
memaksa Surabaya harus terus membangun perumahan-perumahan baru.>’

a. Visi dan Misi Kota Surabaya

Visi

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN

BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI%®

Misi

57 Endi Aulia Garadian, Pancaragam Surabaya Tempo Dulu: Perjuangan Kelas, Simbolisme Kota,
dan Fluktuasi Ekonomi. Jurnal Sejarah. Vol. 1(2), 2018: 103-110

%8 https://surabaya.go.id/id/page/0/37273/visi-misi-walikota-rpjmd-2016-----2021 diakses pada 15
Juni 2020
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Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10

(sepuluh) misi pembangunan kota berikut:

a.

b.

Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya
kesempatan berusaha.

Memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Mewujudkan penataan ruang Yyang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota.

Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan
permukiman yang ramah lingkungan.

Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat.

Mewujudkan  Surabaya sebagai  pusat  penghubung
perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi
produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan

efisien.®®

Batas Wilayah Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur

sekaligus kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia

% 1bid,
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setelah Jakarta. Dengan geografis berada pada 07°09°00” -
07°21°00” Lintang Selatan dan 112°36 - 112°54” Bujur Timur.
Batasan administrasi yang dimiliki Kota Surabaya berbatasan
dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, di bagian selatan
berbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik di sebelah
barat. Luas wilayah Surabaya seluas 326,81 km? adalah daratan dan
lautan seluas 190,39 km2.

c. Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Surabaya

Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 154 Kelurahan,

dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per-Kecamatan Kota Surabaya 2019

Kecamatan Kelurahan | RT RW | LPMK W%IL;?/Zh
(Km?)
Surabaya Pusat
01. Tegalsari 5 48 314 5 4.29
02. Genteng 5 61 298 5 4.05
03. Bubutan 5 44 366 5 3.86
04. Simokerto 5 48 303 5 2.59
Surabaya Utara
05. Pabean 5 52 320 5 6.80
Cantian
06. Semampir 5 70 560 5 8.76
07. Krembangan 5 44 382 5 8,34
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08. Kenjeran 4 38 414 7.77
09. Bulak 4 21 132 6.72
Surabaya Timur
10. Tambaksari 8 78 663 8.99
11. Gubeng 6 53 429 7.99
12. Rungkut 6 74 | 408 21.08
13. Tenggilis 4 25 147 5.52
Mejoyo
14. Gunung 4 29 182 9.71
Anyar
15. Sukolilo 7 67 365 23.68
16. Mulyorejo 6 53 288 14.21
Surabaya Selatan
17. Sawahan 6 72 549 6.93
18. Wonokromo 6 58 510 8.47
19. Karangpilang 4 29 187 9.23
20. Dukuh Pakis 4 31 156 9.94
21. Wiyung 4 34 172 12.46
22. Wonocolo 5 44 229 6.77
23. Gayungan 4 30 163 6.07
24. Jambangan 4 26 138 4.19

Surabaya Barat
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25. Tandes 6 o1 314 6 11.07
26. Sukomanung 6 36 281 6 9.23
gal
27. Asemrowo 3 17 119 3 15.44
28. Benowo 4 25 154 4 23.73
29. Lakarsantri 6 31 162 6 18.99
30. Pakal 4 34 188 4 22.07
31. Sambikerep 4 37 209 4 23.68
Jumlah 1.36
154 ] 9.101 154 326,81

(Sumber: BPS Kota Surabaya Tahun 2019)

d.

e.

Jumlah Penduduk Kota Surabaya

Jumlah penduduk wilayah Kota Surabaya mengalami

peningkatan dari tahun-tahun. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di

Kota Surabaya mencapai 3.158.943 jiwa.%°

Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Di Kota Surabaya
Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2018

Pengangguran
Pendidikan Tertinggi Bekerja Jumlah
Terbuka
SD 267.431 14.001 281.432
Sekolah Menengah Pertama | 233.821 233.821 240.085

60 Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2020
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Sekolah Menengah Atas 349.253 28.608 377.861
Sekolah Menengah | g3 228 22.724 305.952
Kejuruan

Diploma I/11/111/Akademi 52.754 3.012 55.766
Universitas 240.458 18.487 258.945

(Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka 2018)

Berdasarkan data diatas minat penduduk Kota Surabaya

dalam menuntut ilmu tergolong tinggi namun masih perlu untuk

ditingkatkan. Serta untuk perekonomian jumlah pengangguran lebih

sedikit dengan jumlah penduduk yang bekerja.

f.  Jumlah Pemeluk Agama di Kota Surabaya

Tabel 4.3 Jumlah Pemeluk Agama Kota Surabaya Tahun 2019

Kota Surabaya | Islam Protestan | Katolik | Hindu, Budha,
Lainnya
3.158.938 2.701.499 | 280.645 |123.330 |53.464

(Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2020)

Berdasarkan jumlah pemeluk agama Kota Surabaya dari data

Kota Surabaya Dalam Angka 2020. Agama mayoritas di Kota

Surabaya adalah Islam sebanyak 2.701.499 jiwa, selanjutnya

protestan sebanyak 280.645 jiwa, Katolik 123.330 jiwa, dan Hindu,

Budha, lainnya sebanyak 53.464.
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2. Gambaran Umum Kecamatan Simokerto

Kecamatan Simokerto memiliki luas sebesar 2,67 Km? yang terbagi
menjadi 5 (Lima) kelurahan. Seluruh wilayah Kecamatan Simokerto
berdasarkan data pada BPS Kota Surabaya Tahun 2019 diketahui bahwa
jenis tanah yang dimiliki Kecamatan Simokerto berjenis aluvial dan tidak

memiliki daerah perbukitan.

a. Batas Wilayah Kecamatan Simokerto

Kecamatan Simokerto merupakan kecamatan terkecil di Kota
Surabaya namun dengan Kepadatan penduduk nya tertinggi di
Surabaya. Kecamatan Simokerto merupakan salah satu dari 31
kecamatan yang terdapat di Kota Surabaya tepatnya berada di bagian
Surabaya Pusat. Secara Administratif, batas wilayah Kecamatan
Simokerto adalah sebagai berikut:
e Sebelah Utara  : Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran
e Sebelah Timur : Kecamatan Tambaksari
e Sebelah Selatan : Kecamatan Genteng
e Sebelah Barat  : Kecamatan Pabean Cantian

b. Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Simokerto

Dari Kecamatan Simokerto terbagi dalam 5 (Lima) kelurahan,
303 RT dan 48 RW. Untuk mengetahui secara rinci mengenai nama
kelurahan yang terdapat di Kecamatan Simokerto dapat dilihat dalam

tabel 4.4 berikut ini:
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Tabel 4.4 Luas Wilayah, Jumlah penduduk dan Kepadatan Penduduk Per

Kelurahan Hasil Registrasi Tahun 2018

Luas Jumlah | Kepadatan

Kelurahan RT RW | Wilayah | Penduduk | Penduduk

(Km?) (Jiwa) (Jiwa/Km?)
Kapasan 53 9 0,51 16727 32798
Tambakrejo 60 10 0,61 20781 34067
Simokerto 80 14 0,86 22952 26688
Sidodadi 47 7 0,28 18247 65168
Simolawang 63 8 0,41 24057 58675
Jumlah 303 48 2,67 102764 38488

(Sumber: Kantor Kecamatan Simokerto (KDA 2019)

Kepadatan Penduduk Kecamatan Simokerto pada tahun 2018
terjadi di Keluharan Sidodadi dengan kepadatan penduduk mencapai
65168 jiwa/Km? yang memiliki luas wilayah 0,28 Km?2 dan jumlah
penduduk sejumlah 18247 jiwa. Yang kedua disusul oleh Kelurahan
Simolawang, kepadatan penduduk mencapai 58675 jiwa/Km?2 dengan
luas wilayah 0,41 Kmz2 dan jumlah penduduk sejumlah 24057 jiwa/Km2,
Kepadatan penduduk ketiga terletak di Kelurahan Tambak Rejo yang
mana adalah ibukota Kecamatan simokerto sebesar 34067 jiwa/Km?
dengan luas wilayah 0,61 Km?2 dan 20781 jiwa jumlah penduduk.
Kelurahan Kapasan menjadi

keempat kepadatan penduduk di

Kecamatan Simokerto yang mencapai 32798 jiwa/Km?2 dengan luas
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wilayah 0,51 Km2 dan 16727 jiwa. Di kelurahan ini lah, Pasar Kapasan

berada menjadi salah satu pusat grosir terbesar di Kota Surabaya. Yang

terakhir, Keluaran Simokerto dengan luas 0,86 Kmz2, 22852 jiwa dan

kepadatan penduduk mencapai 26688 jiwa/Km2.

c. Struktur Pendidikan Kecamatan Simokerto

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan

Simokerto Tahun 2018

Belum | Tidak | Tamat |SL |SL | DI/ |DIII | D S2 S | Jumla

Sekola | Tamat | SD TP | TA | DI v/ 3 h

h SD S1

23001 | 8565 24647 | 149 | 255 | 243 | 605 491 | 247 | 8 | 10276
83 46 9 4

(Sumber: Kantor Kecamatan Simokerto)

Tingkat pendidikan di Kecamatan Simokerto cukup tinggi

dengan tidak tamat SD bejumlah 8565 jiwa, selanjutnya untuk

menempuh pendidikan SD sebanyak 24647 jiwa, SLTP sebanyak 14983

jiwa, SLTA sebanyak 25546 jiwa, DI/DIII sebanyak 243 jiwa, D IV/SI

sebanyak 4919 jiwa, S2 sebanyak 247 jiwa, dan S3 sebanyak 8 jiwa.

d. Jumlah Usaha Kecamatan Simokerto Tahun 2016

Tabel 4.6 Jumlah Usaha Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2016

Sektor Lapangan Usaha

Banyaknya

Usaha
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Pertambangan dan penggalian 0
Industri peneglolahan 602
Listrik, gas, dan air 0
Konstruksi 25
Perdagangan besar dan eceran 2514
Akomodasi dan makanan minuman 332
Transportasi, pergudangan dan komunikasi 332
Perantara keuangan 292
Real estate dan usaha persewaan 462
Jasa pendidikan 92
Jasa kesehatan dan kegiatan social 44
Jasa kemasyarakatam, sosbud, hiburan dan

679
perorangan
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 529

(Sumber: Kantor Kecamatan Simokerto (Kecamatan Simokerto Dalam

Angka 2017)

Menurut data diatas dalam Kecamatan Simokerto Tahun 2017,
usaha yang paling banyak digeluti masyarakat Kecamatan Simokerto
adalah perdagangan besar dan eceran sebanyak 2514 usaha, selanjutnya
jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan sebanyak
679 usaha, industri pengolahan sebanyak 602 usaha, real estate dan

usaha persewaan sebanyak 462 usaha, sebanyak 332 usaha untuk
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akomodasi dan makanan minuman, transportasi, pergudangan dan

komunikasi sebanyak 332 usaha.

e. Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Simokerto

Tabel 4.7 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Simokerto Tahun 2018

Islam

Protestan

Katolik

Hindu

Budha

Konghuchu

Kepercayaan

85640

10255

2805

59

3922

80

5

(Sumber: Kantor Kecamatan Simokerto)

Data tersebut menunjukkan bahwa islam masih penganut agama

tertinggi di

Kecamatan Simokerto selanjutnya agama protestan

sebanyak 10255 pemeluk, budha sebanyak 3922 pemeluk, katolik

dengan 2805 pemeluk, konghuchu sebanyak 80 pemeluk dan hindu

sebanyak 59 pemeluk.

3. Gambaran Umum Kelurahan Kapasan

Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto merupakan salah satu

dari kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya Pusat. Kelurahan Kapasan

terletak di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dengan luas 0,51 Km2,

Kelurahan Kapasan terdiri dari 53 RT dan 9 RW.

a. Batasan Wilayah Kelurahan Kapasan

Sebelah utara

: Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto

Sebelah selatan : Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng

Sebelah timur : Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Simokerto
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e Sebelah barat : Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan

Data diatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

27 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

b. Jumlah penduduk Kelurahan Kapasan
Jumlah penduduk di Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto
Kota Surabaya tercatat sebanyak 16727 jiwa dengan 8295 penduduk
berjenis kelamin laki-laki dan 8432 penduduk berjenis kelamin
perempuan.®

c. Struktur Pendidikan Kelurahan Kapasan

Data penduduk Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota

Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan (Jiwa) Kelurahan Kapasan Kecamatan

Simokerto Kota Surabaya Tahun 2018

Belum | Tidak D
Tam | SL | SL | DI/ Jumla
Sekola | Tamat D Il v/ S2 S3
atSD | TP | TA | DIl h
h SD S1
252 | 496
3435 1311 3387 48 101 | 921 | 27 3 16727
7 7

(Sumber: Kecamatan Simokerto Dalam Angka Tahun 2019)

61 Kantor Kecamatan Simokerto (Kecamatan Simokerto Dalam Angka 2019)
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Berdasarkan data diatas, kesadaran akan pendidikan di
Kelurahan Kapasan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka

pendidikan terakhir yang di tempuh masyarakat Kelurahan Kapasan.

d. Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Kapasan
Tabel 4.9 Jumlah Pemeluk Agama Kelurahan Kapasan

Kecamatan Simokerto Tahun 2018

Islam Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu

11978 2822 741 9 1118 59

(Sumber: (Kecamatan Simokerto Dalam Angka Tahun 2019)
B. Data Fokus Penelitian

Data fokus penelitian guna untuk membatasi studi penelitian kualitatif
serta membatasi penelitian dalam memilih data yang relevan dan tidak relevan
bagi penunjang penelitian.®? Dalam penelitian deskriptif kualitatif studi kasus,
peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi terhadap informan penelitian yang dapat berupa kata-kata dan
tindakan informan maupun aktor penelitian.%® Data primer yang digunakan
peneliti berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara bersama
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, oknum Pedagang Kaki Lima

dan masyarakat Kelurahan Kapasan. Sedangkan data sekunder adalah sumber

62 exy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal
45
83 Ibid, hal 50
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data yang bersifat mendukung keperluan data keperluan dan sumber data tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.®* Data
sekunder yang peneliti temukan berupa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota
Surabaya, dokumentasi pedagang kaki lima di sekitar Pasar Kapasan
Kelurahan Kapasan. Sumber data sekunder lain diperolen melalui jurnal,
buku, data internet dengan sumber terpercaya, serta data arsip yang diperoleh

dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

1. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
a. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Gambar 4.10

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

8 Sugiyono, “Metode Penelitian Administrasi”. (Bandung: Alfabeta 2010). Hal 12



KEPALA DINAS
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

SEKRETARIS

Kepala Sub Bagian
— Umum dan

Kepegawaian

| _|Kepala Sub Bagian
Keuangan

Kepala Bidang
Pengembangan
Koperasi dan
Kemitraan

Kepala Bidang
Usaha Mikro

Kepala Bidang
Koperasi

Seksi

Koperasi

— Pengembangan

Seksi

Seksi Pembinaan
— dan Pengawasan
Sentra Usaha

Seksi Pengawasan
—  dan Pembinaan
Koperasi

— Kemitraandan
Pengembangan

Seksi Pembinaan dan
— Pengawasan Uasaha
Produktif Perkotaan

Seksi Perencanaan
— dan Pembentukan
Koperasi

(Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)

Tabel 4.11

Nama Pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

68

No

Nama

Jabatan

1. | Drs. Ec WIDOODO

SURYANTO MM

Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

2. | AAGDEDWI

DJAJAWARDANA ST, MT

Sekretaris
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3. | Dra. YULIATI M. Si., Ak Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
4. | ANTOMY NOVA GIARTA Kepala Sub Bagian Keuangan
SE
5. | DEVIE AFRIANTO SE Kepala Bidang Pengembangan
Koperasi dan Kemitraan
6. | ISNAYNI AISYAH NUR Seksi Pengembangan Koperasi
HAQIQI S. STP
7. | IMAM MULIANTO SH, MM | Seksi Kemitraan dan
Pengembangan
8. | VIVI LATUPA SP Kepala Bidang Usaha Mikro
9. | ELFRIDA YUNIARTIS.T Seksi Pembinaan dan
Pengawasan Sentra Usaha
10. | EDI WIYONO SE Seksi Pembinaan dan
Pengawasan Usaha Produktif
Perkotaan
11.| NOVI DIRMANAH SE Kepala Bidang Koperasi
12.| LINNA FITRI Seksi Pengawasan dan
MASIDININGSIH SE, M. M Pembinaan Koperasi
13. | Drs. Ec ENDRO BINTORO Seksi Perencanaan dan

Pembentukan Koperasi
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b. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya®®

Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah
“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global
Berbasis Ekologi”. Dalam mewujudkan visi diatas Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Surabaya mempunyai misi “Mewujudkan Surabaya
sebagai puast penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan
internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi

lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif”
c. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

85 https://dinkopum.surabaya.go.id diakses pada 16 Juni 2020
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya
e SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi:
a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis,
b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain,
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, sekretariat
mempunyai fungsi
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,
anggaran dan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
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f. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan

masyarakat, dan protokol;

g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

k. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang koperasi yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Koperasi mempunyai fungsi:
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Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di
bidang koperasi;

Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk
teknis di bidang koperasi;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
koperasi;

. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang koperasi;

Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha
dalam pemberdayaan koperasi;

Pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi
tentang perkoperasian;

. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi;

Pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau
perubahan ad/art koperasi;

Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang

dalam dokumen perencanaan strategis;
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Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang usaha mikro yang meliputi :

a.

Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis,

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain,

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Usaha Mikro mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang
usaha mikro;

Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di
bidang usaha mikro;

Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
usaha mikro;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang usaha mikro;
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Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha
mikro;

Pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha
dalam pemberdayaan usaha mikro;

Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang
usaha mikro;

Pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman
dan pasar tradisional milik pemerintah daerah;

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan
prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan
pasar tradisional;

Pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan
daerah;

Pengelolaan ruang pamer produk usaha mikro;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha
mikro;

. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
usaha mikro;

Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BIDANG KEMITRAAN KOPERASI DAN PENGEMBANGAN

Bidang Pengembangan  Koperasi dan  Kemitraan

sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan yang

meliputi :

a.

Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk
teknis,

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain,

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pengembangan Koperasi dan Kemitraan mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk
teknis di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan koperasi dan kemitraan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan
instansi di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan

koperasi dan kemitraan;
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e. Pelaksanaan pengembangan usaha dan diversifikasi produk
koperasi dan usaha mikro;

f. Pelaksanaan pengembangan perluasan akses
pembiayaan/permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;

g. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan dan
pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat
organisasi koperasi;

h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
pengembangan koperasi dan kemitraan;

I. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

J. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kelurahan Kapasan

a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kapasan

Pasar Kapasan berada di Kelurahan Kapasan secara
adminstrasi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Surabaya
Pusat yaitu sebelah Timur Polsek Simokerto, sebelah selatan
Kelurahan Sidokapasan, sebelah barat Kelurahan Simolawang. Jarak
Kelurahan Kapasan dari pusat pemerintahan Kecamatan Simokerto

1,3 KM dengan Balai Kota Surabaya 3,9 KM.
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Masyarakat Kapasan kebanyakan dalam  memenuhi
kebutuhannya, mereka pedagang atau pedagang kaki lima (PKL).
Jumlah pedagang kaki lima di Pasar Kapasan berjumlah 20 pedagang
seperti yang dikatakan oleh petugas Satpol PP setempat mengatakan
bahwa;

“Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan raya daerah
Pasar Kapasan tahun 2018 berjumlah 20 pedagang yang
menjual berbagai jenis barang antara lain, makanan,
minuman, buah, tas dan sandal. Pendapatan pedagang satu
dengan lainnya akan berbeda tergantung modal, jenis
barang, jam kerja, lama usaha nya serta rezeki masing-
masing

Dengan berbagai aturan yang sulit tersebut banyak Pedagang
Kaki Lima yang memaksa untuk berjualan di depan Pasar Kapasan
dengan pengunjung melimpah diwaktu pagi sampai menjelang sore
atau sampai jam operasional Pasar Kapasan selesai. Hal ini ketika
peneliti mewawancari salah seorang pedagang bakso, Ibu Ratih

mengatakan bahwa;

“Saya berjualan disini sudah sejak tahun 2009, kami pun tau
mbak jika dilarang berjualan disini. Tapi dengan segala
kekurangan, baik kekurangan modal, dan kekurangan
pengetahuan tentang perizinan ya mau bagaimana lagi, jadi
ya tetap disini kalau ada Satpol PP ya kita pindah tempat
dulu lalu besok nya balik lagi.” (Wawancara: Jumat 24
Maret 2020 13.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)®’

% Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto

67 Ratih, Pedagang Bakso, (Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00 WIB. Pasar Kapasan Kota
Surabaya)
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Gambar 4.12

Kondisi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan

Sumber: Dokumentasi Pribédi

Para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Kapasan
memanfaatkan tempat atau lahan yang dipandang memiliki profit
misalnya di tempat keramaian seperti pasar. Mencari nafkah demi
keluarga adalah hal mereka pikirkan tanpa memperdulikan hal-hal
lain. Namun, dibalik kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang
tidak mengganggu terdapat sisi manfaat yang positif mungkin
dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah dan rendah
karena mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang

terjangkau.

Namun para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Pasar
Kapasan Kecamatan Simokerto tidak membayar retribusi
kebersihan kepada pihak terkait dalam penanganan penyewaan

tempat, tidak pula membayar pajak liar atau pungutan liar yang



80

biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggug jawab.
Sehingga pedagang kaki lima di Pasar Kapasan sama sekali tidak
membayar segala jenis apapun kepada pihak Pasar Kapasan
maupun terhadap pejabat-pejabat yang dalam tugasnya

bersinggungan dengan pedagang kaki lima.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Pencapaian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Surabaya Tahun 2018 pada bidang kemitraan dan

pengawasan usaha, meliputi:

e Program perkuatan permodalan usaha mikro
e Program penguatan kelembagaan koperasi
e Program peningkatan kualitas usaha koperasi
Yang di laksanakan dengan kegiatan, sebagai berikut:
- Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha sentra
wisata kuliner
- Penyelenggaraan event promosi sentra wisata kuliner
- Penataan tempat usaha skala mikro
- Fasilitasi legalitas usaha kreatif
- Pengelolaan rumah kreatif
- Pelatihan peningkatan mutu produk di sentra wisata

kuliner
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- Peningkatan dan pengembangan usaha bisnis bagi pelaku
usaha skala mikro
- Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha mikro dan

fasilitasi legalitas dan standardisasi usaha skala mikro.

Realisasi Program dan kegiatan berdasarkan program yang
telah dilakukan atau yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro dalam tahun 2018 terkait pencapaian meningkatkan
produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa yang diukur
dengan menggunakan 3 indikator kinerja, yakni: pertama, presentasi
UMKM yang dapat meningkatkan aksebilitas pemasaran produknya
yang mencapai 72% dari 385 UMKM. Kedua, persentase sentra
yang dapat beroperasi secara maksimal dengan capaian 46,81% dari
47 sentra. Yang ketiga, persentase pembangunan fasilitas ekonomi

rakyat yang mencapai 19,40% dari 67 fasilitas ekonomi rakyat. 8

Adapaun kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian

indikator program tersebut, antara lain:

e Penataan tempat usaha skala mikro sebanyak 38 lokasi;
e Penyelenggaraan event promosi sentra wisata kuliner sebanyak

13 kali;

e Pembangunan/rehabilitasi prasarana pemasaran produk usaha

mikro kecil sebanyak 31 bangunan;

6 |_aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Akhir Tahun Anggaran 2018
Pemerintah Kota Surabaya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2019
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e Perencanaan prasarana pemasaran produk usaha mikro kecil
sebanyak 10 dokumen;

e Fasilitasi pembinaan UKM diikuti oleh 80 orang;

o Fasilitasi sertifikasi produk UKM kepada 237 lembaga;

e Pengelolaan sentra UKM Surabaya sebanyak 6 lokasi;

e Penyediaan stan usaha di mall sebanyak 2 kali;

e Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil yang diikuti
sebanyak 19 kali;

e Monitoring dan pendataan harga bahan pokok dan UMKM di
31 Kecamatan;

e Monitoring dan evaluasi perkembangan usaha sentra wisata

kuliner kepada 44 sentra.®®

Dari sejumlah kegiatan-kegiatan tersebut, pedagang kaki
lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto belum terlibat dalam
kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
seperti penataan tempat usaha, perencanaan pemasaran produk,
fasilitasi pembinaan serta sertifikasi, dan penyediaan stan usaha.
Pedagang kaki lima belum direlokasi ke sentra wisata kuliner
sehingga sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan sentra maka
pedagang kaki lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto tidak

terlibat dalam kegiatannya.

% 1bid,



83

Terdapat pula sub kegiatan dari penataan tempat usaha skala
mikro beserta target dan realisasi capaian kegiatan yang

dilaksanakan yaitu,

a. Pemeliharaan sarana dan prasarana sentra wisata kuliner
berhasil direalisasikan sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan target
sebanyak 3 lokasi.

b. Pengadaan sarana penunjang usaha skala mikro di sentra
wisata kuliner berhasil direalisasikan sebanyak 26 lokasi
dengan target 26 lokasi pula.

c. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pasar
tradisional yang memiliki target 9 lokasi namun dengan
realisasi yang sangat tinggi yaitu 93 lokasi.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
yang belum resmi, menurut wawancara dengan bagian Bidang Usaha
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang pertama kali dilakukan adalah
pendataan pedagang kaki lima oleh pemerintah wilayah setempat,
yang kemudian dilakukan pendaftaran tanda usaha dagang pedagang
kaki lima oleh Dinas terkait, lalu penetapan lokasi pedagang kaki
lima serta pemindahan lokasi pedagang kaki lima baik pemindahan
di sentra wisata kuliner maupun di sediakan stan di dalam mall dan
penghapusan lokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya. Pedagang

kaki lima juga diberikan pembinaan, sosialisasi terkait perdagangan,



84

meliputi peningkatan kemampuan usaha, permodalan, peningkatan
produksi dan lain-lain.

c. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2016-2019

Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya untuk sumber-sumber PAD terdiri dari; pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya dan lain-lain pendapatan

yang sah."”®

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota
Surabaya yang tercantum dalam pasal 10 ayat 4 tentang pajak restoran

berbunyi:

Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi: Restoran; Rumah makan; Kafetaria;

Kantin; Warung; Depot; Bar; Pujasera; Toko roti; Katering.”

Pedagang kaki lima dapat termasuk dalam kategori tersebut
jika mereka direlokasi ke tempat yang lebih baik seperti, kantin,
kafetaria, dan lainnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

kenyataannya penghasilan pedagang kaki lima di Pasar Kapasan

0 Dewi Oktaviana, Analisis Pendapatan Asli Daerha Da Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Eror Correction Model, Jurnal Ekonomi
Pembangunan, Vol 10 No 2 Desember 2012

"1 peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Surabaya Tentang Pajak Daerah
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Kecamatan Simokerto mencapai penghasilan maksimal Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam sehari. Jika dijumlah dalam
satu bulan maka penghasilan mereka mencapai Rp. 15.000.000,00
(lima belas juta rupiah). Sesuai dengan hasil wawancara dengan

pedagang es cendol, Bapak Suliman, beliau mengatakan:

“Pendapatan sehari-hari mbak? Ya maksimal nya itu lima
ratus ribu, tapi disituasi corona seperti sekarang menurun
dratis, ini saja es nya masih banyak. Paling penghasilan
setidaknya ya dua ratus sampai tiga ratus dalam sehari.
Maksimal ya lima ratus dalam sehari” Wawancara: Jumat 24
Maret 2020 11.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya).’?

Berdasarkan hasil wawancara bersama pedagang pentol,
beliau mengatakan:

“Pendapatan sehari-harinya ya tiga ratus ribuan, tapi

sekarang menurun karena ada corona ini mbak” (Wawancara:

Jumat 24 Maret 2020 12.00 WIB. Pasar Kapasan Kota
Surabaya)”

Sehingga dalam hal ini pedagang kaki lima dapat ditingkatkan
kemudian dapat membayarkan pajak nya sesuai dengan ketentuan
yakni pajak restoran dibayarkan apabila nilai penjualan melebihi Rp.
15.000.000,00 (lima belas juta) setiap bulan dengan dikenakan

potongan pajak sebanyak 10% dari hasil penjualan.

72 Sulaiman, pedagang es cendol, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 11.00 WIB. Pasar Kapasan

Kota Surabaya)

3 Ridwan, pedagang pentol, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 12.00 WIB. Pasar Kapasan Kota

Surabaya
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Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Kota Surabaya Tahun 2016-2019
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No. | Tahun | PAD™ Realisasi Akhir | %
Restoran™

1 2016 | 4.091.867.015.500 | 330.838.390.097 | 8,085%

2 2017 |5.161.844.571.172 | 386.793.643.531 | 7,79%

3 2018 | 4.973.031.004.728 | 451.619.929.636 | 9,081%

4 2019 |5.234.387.226.266 | Belum dapat | Belum dapat
disimpulkan disimpulkan

(Sumber: data diolah dari berbagai sumber)

Kontribusi restoran atau pelayan makanan tergolong cukup
menyalurkan sisi positifnya bagi Pedapatan Asli Daerah Kota
Surabaya dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 sumbangsih restoran
terhadap kas daerah sebesar 330.838.390.097 rupiah yang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 realisasi akhir dari
restoran sebesar 386.793.643.531 rupiah dan kemudian meningkat
ditahun 2018 sebesar 451.619.929.636 yang merupakan realisasi akhir
terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Dengan peningkatan tersebut
berbanding terbalik oleh Pendapatan Asli daerah Kota Surabaya yang

mengalami hasil naik turun pada pendapatannya. Pada tahun 2016

7474 aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pemerintah Kota Surabaya oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
5 Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
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PAD Kota Surabaya sebesar 4.091.867.015.500 rupiah kemudian
mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 5.161.844.571.172
rupiah. Satu tahun perjalanan, PAD Kota Surabaya kembali
mengalami penurunan di angka 4.973.031.004.728 rupiah yang
kemudian mengalami peningkatan tertinggi dalam 3 tahun terakhir,
yakni 5.234.387.226.266 rupiah. Hasil tersebut akan lebih meningkat
jika penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima lebih
ditingkatkan, selain dapat meningkatkan PAD Kota Surabaya,
penataan dan pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat menengah kebawah serta menciptakan tata ruang kota

yang indah.

C. Analisa Data dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar

Kapasan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan baik dalam UUD,

UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain-lain yang diambil

oleh seorang kelompok politik untuk mencapai tujuan negara. Publik,

artinya yang berhubungan dengan masyarakat luas.”® Maka kebijakan

publik adalah suatu keputusan-keputusan yang dinyatakan, dikeluarkan

dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai

76 Prov. Miriam Budiarjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

2008), Hal 20
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pembuat program dan kegiatan kemudian dilaksanakan oleh masyarakat
negara tersebut. Dalam pelaksanaan Kkebijakan tersebut disebut

implementasi kebijakan.

Menurut Adiwisastra dalam Yulianto (2015) mengatakan, bahwa:
“Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan
publik yang dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak
berhasil dilaksanakan”. Masih dalam Yulianto (2015) mengatakan
bahwa: “berbeda dengan formulasi kebijakan publik yang mensyaratkan
rasionalitas dalam membuat suatu keputusan, keberhasilan implementasi
kebijakan publik terkadang tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi
juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-
harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik

tersebut akan dilaksanakan”.”’

Teori implementasi Van Meter dan Van Horn mengemukakan
bahwa proses implementasi merupakan abstraksi atas suatu pengeluaran
kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih Kinerja
implementasi kebijakan yang tinggi dalam hubungan variabel-variabel
tertentu yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan

sejalan dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik

" Prof. DR. Yulianto Kadji, M.Si, “FORMULASI DAN IMPLEMENTASII KEBIJAKAN PUBLIK
Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas”’, Cetakan Pertama, (Gorontalo:
UNG Press, 2015), Hal. 73
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yang dipengaruhi oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya,
Komunikasi dan penggunaan paksaan, disposisi implementor, Karakter

lembaga pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

a. Standar/ukuran Tujuan Kebijakan
Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima adalah kebijakan yang ditujukan untuk dinas-dinas
terkait dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota
Surabaya. Peraturan daerah ini sebetulnya sudah cukup realitas
untuk diterapkan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya dengan
tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kemacetan sehingga tidak
terciptanya tata ruang yang indah.
Dari wawancara dengan petugas Satpol PP Kecamatan
Simokerto, mengungkapkan:
“Ukuran ~dari Perda tersebut adalah bagaimana
menertibkan Pedagang Kaki Lima dengan memberdayakan
mereka di tempat yang baru. Tujuannya menjadikan lokasi
Pedagang Kaki Lima lebih bersih, indah dan tertib dalam
lokasi berjualan serta ketentuan usaha yang telah
ditetapkan serta menjaga keindahan tata letak kota”.

(Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor
Kecamatan Simokerto)’®

8 Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto
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Sejalan dengan pernyataan yang dikatakan oleh petugas
Satpol PP, Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
mengungkapkan sebagai berikut:

“Ukuran dari kebijakan ini sejauh mana Kkita bisa
memberdayakan Pedagang Kaki Lima dengan menata
lokasi Pedagang ke Sentra Wisata Kuliner.  Untuk
tujuannya memberikan jalan keluar atau solusi bagi
Pedagang Kaki Lima yang kerap kali melanggar
peraturan.” (Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30
WIB. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya).’®

Dengan adanya ukuran tujuan dari kebijakan ini, dari pihak

terkait lainnya juga berharap yang terbaik, seperti yang dikatakan
oleh Pedagang Kaki Lima terang bulan di Pasar Kapasan Kota
Surabaya, beliau mengatakan:

“Saya itu pengennya berjualan di tempat yang aman, ramai
pengunjung, karena ya ini nafkah kita dari jualan disini.
Diberi tempat yang layak tapi dengan sewa yang rendah,
sekarang sewa itu mahal. Bagaimana mau bayar, hidup
kami aja pas — pas an. Kalau tujuannya ya menciptakan
peluang ekonomi bagi kami dengan cara memberdayakan
dan memberikan tempat yang strategis yang tidak
melanggar peraturan itu.” (Wawancara: Jumat 24 Maret
2020 14.00 WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)®

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Pedagang Kaki
Lima di Pasar Kapasan yang mengatakan bahwa sebagai pedagang
berharap tujuan kebijakan ini adalah menciptakan peluang ekonomi
dengan menata lokasi Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih

layak dengan biaya sewa yang tidak memberatkan pedagang.

9 Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya

8 Joko, pedagang terang bulan, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 14.00 WIB. Pasar Kapasan

Kota Surabaya
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Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro telah menyediakan tempat bagi para Pedagang Kaki Lima,
yakni di Sentra Wisata Kuliner Kapas Krampung, Sentra Wisata
Kuliner Dharmahusuda, Sentra Wisata Kuliner Semolowaru, Sentra
Wisata Kuliner Convention Hall dan lain-lain. Dengan harapan
Sentra Wisata Kuliner dapat memberikan tempat yang layak bagi
pedagang di Kota Surabaya. Serupa dengan yang disampaikan oleh
masyarakat pengguna jalan raya di sekitar Pasar Kapasan. Beliau

mengatakan:

“Menurut saya ukuran dari perda ini ya Pemerintah
Daerah sebagai pengayom masyarakat bisa melakukan
sesuatu untuk kemajuan para Pedagang Kaki Lima dari
segi ekonomi. Bagaimana caranya? Ya mereka punya
wewenang untuk itu dan Pemerintah Daerah mempunyai
peraturan untuk melaksanakannya dengan memperbaiki
lokasi untuk Pedagang Kaki Lima, mengembalikan fungsi
utama jalan raya itu sebagai apa. Dan kalau terkait
peraturan perundang-undangan yang menyatakan pembeli
juga ada dendanya saya tidak tau ya mbak.” (Wawancara:
Senin 27 April 2020, 12.00 WIB. Kediaman ibu Sri)8!

Bersama pengguna jalan raya lainnya yang mengatakan bahwa:

“Sama-sama orang ndak punya mbak, jadi ya diharapkan
pemerintah dapat meningkatkan ekonomi para pedagang
kaki lima tanpa merugikan orang lain. Ndak bisa asal gusur
tapi kita tidak punya tempat lain, ya mau dikasi makan apa
keluarnya coba? Maka dari itu perlu solusi yang tepat dari
pemerintah.” (Wawancara: Senin 27 April 2020, 14.00
WIB. Kediaman ibu Wiwin)®2

81 Sri, pengguna jalan raya, Wawancara: Senin 27 April 2020, 12.00 WIB. Kediaman ibu Sri
8 Wiwin, pengguna jalan raya, Wawancara: Senin 27 April 2020, 14.00 WIB. Kediaman ibu

Wiwin
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Dari wawancara yang lakukan bisa disimpulkan bahwa
ukuran dan tujuan sangat penting untuk bisa mencapai keberhasilan
dalam membangun lokasi yang diinginkan Pedagang Kaki Lima
serta bagi kebijakan yang berhubungan dengan publik dan tujuan
dari Peraturan Daerah ini berharap lokasi pedagang menjadi lebih

teratur, tertib, serta aman.

Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan
kebutuhan lingkungan sekitar lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar
Kapasan, namun dalam pelaksaan masih harus dimaksimalkan
terutama dalam penataan lokasi baru untuk para pedagang di

sepanjang Pasar Kapasan Kota Surabaya.

b. Sumber Daya
e Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator keberhasilan yang mempengaruhi
pelaksanaan dari kebijakan adalah sumber daya, salah satunya
sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia yang
berkualitas atau berkompeten dalam bidangnya akan
berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Dalam peraturan
tertulis sumber daya manusia yang ada di Kota Surabaya dipilih
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk
menjalankan kebijakan khususnya dalam persoalan Pedagang

Kaki Lima.



93

Seperti halnya diungkapkan oleh Kepala Bidang Usaha
Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
mengenai pelaksanaan dan kesesuaian tugas dan fungsi. Beliau
mengatakan:

“Kalau dari kita sudah sesuai, kita membuat terobosan
terkait Pedagang Kaki Lima dengan di bentuklah Sentra
Wisata Kuliner yang sekarang sudah ada 44 Sentra dengan
1300 pedagang dan ada beberapa sentra yang belum
beroperasi. Kita juga melakukan sosialisasi dengan
pedagang yang tergabung dalam paguyuban untuk kita
pindah kan ke sentra yang tersedia. Sekarang begini,
percuma jika kita susah payah memindahkan para
Pedagang Kaki Lima dari tempat yang ilegal ke tempat
yang lebih baik yakni Sentra Wisata Kuliner namun tempat
sebelumnya tidak dijaga oleh pihak terkait. Dan dari
wilayah pun berperan besar dalam persoalan Pedagang
Kaki Lima, mereka melakukan pendataan terhadap
Pedagang Kaki Lima yang nantinya akan menjadi
pertimbangan untuk berpindah ke Sentra Wisata Kuliner.”
(Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya).®

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa
dalam pelaksanaannya, dinas terkait adalah Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Satpol PP Kota Surabaya sebagai penegak
peraturan daerah dan wilayah/ Kecamatan / Kelurahan sebagai
dinas yang membantu mengontrol lokasi Pedagang Kaki Lima
sekaligus yang melakukan pendataan kepada Pedagang Kaki
Lima. Hasil wawancara selanjutnya oleh Petugas Satpol PP

yang mengatakan:

8 Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya
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“Dari kami sudah melaksanakan tugas yang mengurus
Pedagang Kaki Lima, ya mulai dari menertibkan mereka
sewaktu-waktu. Dan kalau untuk di jaga setiap waktu, kita
tidak cukup personil untuk melakukan penjagaan disetiap
sudut kecamatan. Maka dari itu kami bergantian
melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang
melanggar aturan.” (Wawancara: Kamis, 23 April 2020
11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto)®*

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa
sumber daya manusia petugas Satpol PP Kecamatan Simokerto
kekurangan personil sehingga melaksanakan tugas dengan
kurang maksimal yakni seperti yang dikatakan Kepala Bidang
Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dinas telah
melaksanakan tugas dengan memindahkan Pedagang Kaki
Lima ke tempat yang lebih baik namun tidak adanya penjagaan
dari pihak penegak peraturan daerah. Maka tempat akan beralih
fungsi kembali untuk tempat berjualan para Pedagang Kaki
Lima.

Setelah peneliti melakukan wawancara, dan observasi
terkait sumber daya manusia dapat menarik kesimpulan bahwa
sebagai implementor telah melaksanakan tugas sesuai dengan
porsinya masing-masing meskipun belum maksimal. Dalam hal
ini, kesadaran sosial juga berpengaruh terhadap pelaksanaan

kebijakan, seperti halnya Pedagang Kaki Lima yang masih

kurang memahami peraturan yang menangani persoalan

8 Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto
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Pedagang Kaki Lima dan kurangnya kesadaran untuk mematuhi
kebijakan Pemerintah.
Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran menjadi bagian yang sangat
penting dalam menunjang kesuksesan kebijakan yang
dilaksanakan. Anggaran dapat pula disebut dengan penggerak
suatu lembaga di setiap implementasinya, anggaran yang
dibutuhkan untuk kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kota Surabaya tidaklah sedikit mengingat
pemberdayaan bukan hanya membenahi lokasi pedagang yang
ada, melainkan menyediakan tempat baru yang aman, nyaman
dan teratur bagi Pedagang Kaki Lima yang telah ditata ulang
oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Dengan adanya anggaran yang telah disediakan,
Pemerintah Kota Surabaya memulai dengan memindahkan para
Pedagang Kaki Lima ke lokasi baru, yakni Sentra Wisata
Kuliner meskipun belum semua Pedagang Kaki Lima termasuk
pedagang di sepanjang jalan Pasar Kapasan. Kondisi tersebut
dibenarkan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi
Kota Surabaya, yang mengatakan:

“Kalau anggaran ya pasti ada, kita dapat anggaran untuk
kebijakan ini dari APBD Kota Surabaya dan menurut saya

anggaran tersebut sudah cukup dengan yang kita lakukan
untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.”
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(Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya)®

Pernyataan tersebut didukung oleh petugas Satpol PP
Kecamatan Simokerto, beliau mengatakan:
“Sumber anggaran dari APBD, jadi kita ya menggunakan
itu untuk penertiban saja.” (Wawancara: Kamis, 23 April
2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto)®®
Dari pernyataan-pernyataan diatas, sumber anggaran
penyokong kebijakan peraturan daerah tentang pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima berasal dari APBD Kota Surabaya dan

dirasa cukup untuk pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya sarana dan prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sarana
adalah alat yang dapat dipakai untuk mencapai maksud atau
tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah penunjang utama
dalam terselenggaranya suatu proses dalam hal ini sebagai

proses kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pedagang kaki
lima, dinas terkait mempunyai akses yang tidak menyulitkan
dalam menjalankan tugasnya seperti kendaraan operasional

yang sudah tersedia, gerobak dan tenda untuk para pedagang

8 Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya

8 Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto
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kaki lima. Untuk prasarana kebijakan mengenai pedagang kaki

lima juga sudah tersedia, seperti Sentra Wisata Kuliner.
c. Sikap Para Pelaksana

Dalam indikator sikap para pelaksanaan terdapat variabel
tentang inisiatif dan partisipatif. Inisiatif memiliki arti dari para
pelaksana yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi

di wilayah terkait.

Inisiatif meliputi pencarian lokasi untuk merelokasi para
pedagang yang tidak mengganggu lingkungan dan fasilitas publik
lainnya. Seperti, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah
melihat dan meninjau lokasi untuk relokasi pedagang ke tempat
yang lebih nyaman dengan tidak merusak lingkungan alam. Namun
sangat disayangkan bahwa di Kecamatan Simokerto belum terdapat
Sentra Wisata Kuliner untuk tempat baru bagi para Pedagang Kaki
Lima di daerah Kecamatan Simokerto. Hal tersebut disampaikan
oleh petugas Satpol PP Kecamatan Simokerto, beliau mengatakan:

“Kita juga pastinya lihat lokasi, dan selalu melakukan
penegakan hukum. Lokasi-lokasi yang kerap kali menjadi
tempat para pedagang berjualan di bahu jalan, ya pasti kita
tindak lanjuti. Karena memang benar-benar mengganggu

serta melanggar peraturan. Dan kalau saya lihat di

Kecamatan Simokerto ini belum ada lokasi baru untuk
Pedagang Kaki Lima yang digunakan untuk Sentra Wisata

Kuliner.” (Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB.
Kantor Kecamatan Simokerto)®’

87 Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto
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Dalam pelaksanaannya, pelaksana harus memiliki sikap
terhadap kebijakan yang akan dijalankannya serta mengetahui
tentang kondisi lapangan yang akan dilakukan penataan dan
pemberdayaan dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro. Beliau mengatakan:

“Ya semua saling membantu sama lain, kita makhluk
sosial. Kalau dari internal nya sendiri ya dari wilayah,
yakni pihak kecamatan dan kelurahan. Pedagangnya pun
juga ikut membantu merapikan barang dagangannya
masing-masing. ” (Wawancara: Selasa, 28 April 2020,
08.30 WIB. Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Surabaya)®®

Pernyataan tersebut berbeda dengan ungkapan seorang
Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kota Surabaya, beliau

mengungkapkan:

“Kita ya merapikan sendiri mbak, tidak ada yang namanya
dibantu-bantu. Jika ada penertiban dari Satpol PP ya kita
langsung merapikan setelah itu pergi. Kita juga tidak
pernah ada sosialisasi dari siapapun. Kalau untuk surat
ijin usaha pun saya tidak punya, jadi bisa sewaktu-waktu
terkena pidana.” (Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00
WIB. Pasar Kapasan Kota Surabaya)®®

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa, pedagang pun
mengetahui peraturan yang tidak diperbolehkan, namun keadaan
sosial dan ekonomi yang memaksanya untuk tetap berjualan di Pasar

Kapasan. Para pedagang pun tidak menolak jika ada pemindahan

8 Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya

8 Ratih, pedagang bakso, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00 WIB. Pasar Kapasan Kota

Surabaya
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tempat ke tempat baru yang lebih layak seperti Sentra Wisata kuliner
selama tempat tersebut strategis sehingga pendapatan mereka tidak
berkurang, pernyataan tersebut diungkapkan salah satu pedagang
dalam wawancara sebelumnya.

Komunikasi

Komunikasi dalam suatu hubungan koordinasi untuk
mencapai tujuan tertentu sangat lah penting agar pelaksanaan dapat
berjalan dengan lancar dan optimal. Dalam teori Van Metter dan
Van Horn, komunikasi adalah cara yang ampuh dalam setiap
pelaksanaan kebijakan publik agar berjalan efektif, semakin baik
komunikasi yang berjalan maka semakin tinggi tingkat keberhasilan
serta kesalahan akan semakin kecil. Dalam pelaksanaannya pun,
implementor menyatakan komunikasi mereka baik, diantara Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Satpol PP Kota Surabaya maupun
kecamatan, Pemerintah Daerah serta dengan Pedagang Kaki Lima.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, beliau mengatakan:

“Kami melakukan komunikasi dengan baik, dengan Satpol
PP, Pemerintah Daerah dan dengan Pedagang Kaki Lima.
Kita juga melakukan pendataan, pembinaan dan
sosialisasi, penertiban dan penataan lokasi, pemindahan
tempat usaha yang tidak sesuai bahkan pembongkaran
terhadap Pedagang Kaki Lima sebagai bentuk komunikasi,
kami juga sering berkoordinasi dengan Satpol PP”

(Wawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya)®

OWawancara: Selasa, 28 April 2020, 08.30 WIB. Kantor Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya
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Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh petugas Satpol PP

Kecamatan Simokerto, beliau mengatakan:

“Komunikasi itu sudah pasti, karena tanpa itu kebijakan
tidak bisa berjalan, kami sekedar menjalankan kebijakan
pemerintah Kota Surabaya jadi harus saling koordinasi.
Ada satu solusi untuk permasalahan pedagang kaki lima,
yaitu melakukan pedestrian. Dengan begitu pedagang,
motor tidak dapat melewati jalan tersebut sehingga hanya
khusus pejalan kaki yang hanya melewati jalan tersebut.
Hal tersebut sebagai komunikasi antara Pemerintah
dengan pedagang kaki lima.” (Wawancara: Kamis, 23
April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto)°*

Berbeda dengan pernyataan salah satu Pedagang Kaki Lima

di Pasar Kapasan Kota Surabaya, beliau mengatakan:

“Kami belum pernah ada sosialisasi dari mana —mana
mbak jadi menurut saya ya tidak pernah ada komunikasi.
Dengan Satpol PP pun jika hanya ada penertiban saja.”
(Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00 WIB. Pasar
Kapasan Kota Surabaya)®

Berdasarkan wawancara dengan semua informan mengenai
komunikasi, peneliti  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan
pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum maksimal,
dikarenakan masih ada dinas yang kurang merata dalam
pelaksanaannya yakni dalam pembinaan dan sosialisasi serta

relokasi tempat usaha ke Sentra Wisata Kuliner.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi

kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan

%1 Bapak Krisna, Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,
Wawancara: Kamis, 23 April 2020 11.00 WIB. Kantor Kecamatan Simokerto
%2 Ratih, pedagang bakso, Wawancara: Jumat 24 Maret 2020 13.00 WIB. Pasar Kapasan Kota

Surabaya
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Kecamatan Simokerto, Pemerintah Daerah telah melakukan satu
bentuk saja komunikasi kepada Pedagang Kaki Lima yakni dalam
bentuk represif yang menggunakan pola aksi seperti penertiban
bentuk pembongkaran lapak atau kios Pedagang Kaki Lima di Pasar
Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Namun, untuk
komunikasi yang bersifat persuasif dalam bentuk kegiatan
sosialisasi dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum dilakukan

oleh Pemerintah Daerah di Pasar Kapasan.

Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana merupakan salah satu
indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan untuk memperkecil
permasalahan yang terjadi. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan
Simokerto dinaungi instansi pelaksana Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kota Surabaya. Mengadakan pembinaan, sosialisasi, dan
pemindahan lokasi pedagang kaki lima merupakan usaha yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk
meminimalkan pelanggaran di lapangan. Dan Satpol PP yang
bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Pedagang
Kaki Lima guna menertibkan dan mengembalikan fungsi utama dari
bahu jalan di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto. Namun, dengan
cakupan wilayah yang luas dibutuhkan agen yang lebih banyak lagi
untuk pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan yang ketat dan

kedisiplinan dengan jumlah personil yang banyak dan kompeten
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dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan
kebijakan tentang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIOP) Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro sehingga bisa menjadi suatu kekurangan bagi
pelaksanaannya, yakni: kurang nya jumlah pegawai apabila
dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan,
kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman pembina
terhadap aturan-aturan, masih adanya kegiatan Dinas yang kurang
mendapat tanggapan positif dari masyarakat pelaku usaha kecil,
mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan atau pemberdayaan
dinilai kurang tegas, dan tidak semua usaha mikro memiliki
standardisasi produk.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Langkah terakhir yang perlu diperhatikan dalam guna
menilai keberhasilan implementasi kebijakan yakni kondisi
lingkungan eksternal yang turut mendukung maupun mendorong
kinerja implementasi kebijakan publik. Kondisi lingkungan
ekonomi, sosial dan politik merupakan lingkungan eksternal yang
berpengaruh terhadap kinerja implementasi, jika lingkungan
eksternal tidak kondusif maka dapat menjadi masalah atau

kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan publik.
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Pelaksanaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota
Surabaya ini sangat erat dengan penolakan — penolakan dari
pedagang terkait solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah.
Dari segi ekonomi, Pedagang Kaki Lima membantu meningkatkan
ekonomi masyarakat sekitar dengan meringankan pengeluaran
rumah tangga karena harga nya yang lebih murah daripada pedagang
modern lainnya. Dari segi sosial, kesadaran akan pelanggaran
Peraturan Daerah belum dipatuhi sepenuhnya oleh Pedagang Kaki
Lima karena sumber pendapat pedagang adalah dengan berjualan
meskipun berada di lokasi yang tidak seharusnya. Dari segi politik,
pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di Pasar Kapasan diperlukan perhatian, konsisten dan komitmen

yang kuat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepasan Kelurahan
Kapasan

Dalam setiap implementasi kebijakan tentu saja terdapat
hambatan-hambatan yang dihadapi serta faktor yang mendorong
implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Faktor
pendukung implementasi kebijakan harus didukung, dilaksanakan, dan
diterima oleh masyarakat, apabila masyarakat mengikuti dan menaati
aturan-aturan yang telah dibuat maka sebuah implementasi kebijakan

akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang di awal
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pembuatan  kebijakan tanpa ada hambatan-hambatan yang
mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan.®

a. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan kebijakan atau faktor yang kurang
mendukung bagi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi
sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai
bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama
secara harmonis yang ditandai dengan interaksi aktor, kapasitas
pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau
sosialisasi dan kapasitas organisasi.** Faktor penghambat
implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar
Kapasan, yakni : (1) kesadaran pedagang yang masih kurang, (2)
pengawasan dari pihak yang berwewenang belum sepenuhnya
optimal, (3) lemahnya penerapan sanksi hukum, dan (4) pelaksanaan

yang belum merata di seluruh pelosok Kota Surabaya.
1. Kesadaran yang Rendah

Faktor penghambat yang pertama adalah kesadaran

para pedagang yang rendah terkait penggunaan fasilitas publik

% Sunggono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. (Jakarta:PT Karya unipres, 1994) hal

71

% Hj. Rulinawati Kasmad. S.sos. M,Si. “Studi Implementasi Kebijakan Publik”,(Makassar: Kedai
Aksara , 2013) hal 105
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untuk berjualan. Berjualan di bahu jalan seperti hal yang
lumrah bagi mereka ketika pendapatan pas-pas an sehingga
tidak dapat menyewa tempat untuk berjualan. Para pedagang
mengetahui bahwa tempat yang mereka gunakan menyalahi
aturan Pemerintah Daerah namun hal tersebut terabaikan oleh
pedagang kaki lima. Pengguna jalan raya (masyarakat) pun
merasa terganggu dengan adanya pedagang yang berada dibahu
jalan karena mengakibatkan kemacetan lalu lintas serta
mengambil hak pengguna jalan trotoar tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima membantu

perekonomian masyarakat kalangan menengah kebawah.

Hal tersebut menunjukkan kesadaran pedagang yang
masih kurang memahami akan aturan yang berlaku mengenai
pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas umum untuk
kepentingan pribadi. Sehingga dapat menghambat keberhasilan
dari implementasi peraturan daerah tentang penataan pedagang

kaki lima.

. Pengawasan Belum Optimal

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP
dirasa belum maksimal dengan masih adanya pedagang kaki
lima yang masih berada di bahu jalan. Hal tersebut yang

menjadi permasalahan bagi kepala bidang Usaha Mikro Dinas
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Koperasi dan Usaha Mikro yang mengungkapkan bahwa,
“Percuma saja jika para pedagang sudah kami relokasi namun
tempat sebelumnya tidak dilakukan penjagaan yang ketat oleh
pihak berwewenang” Sehingga tempat yang di tata tidak
dilakukan penjagaan kembali oleh pihak yang berwenang.
Satpol PP Kecamatan Simokerto telah melakukan pengawasan
atau penertiban terhadap pedagang kaki lima di sepanjang
Pasar Kapasan namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal
tersebut kurang maksimal dilaksanakan di Pasar Kapasan
karena lokasi tersebut menjadi sangat strategis bagi pedagang
kaki lima untuk berjualan sehingga para pedagang akan
kembali lagi meskipun sudah dilakukan penertiban oleh Satpol
PP Kecamatan Simokerto. Berdasarkan hal tersebut
pengawasan menjadi hal yang wajib untuk menegakkan
ketertiban dan keamanan yang lebih efisien agar implementasi
kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki

lima berjalan secara maksimal.

. Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum

Seluruh kebijakan publik yang berlaku pasti terdapat
sanksi bagi yang melanggar untuk meminimalisir pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Penataan dan Pemberdayaan dalam pasal 10 apabila
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melakukan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:
Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas
umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki
Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk. Maka dikenakan sanksi peringatan dan
atau membongkar sarana usaha atau mengeluarkan barang
dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dengan pidana
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berdasarkan
ketentuan sanksi tersebut maka para pedagang kaki lima dapat
terjerat hukum sesuai dengan ketentuan diatas. Namun, sampai
saat ini masih ditemukan pedagang kaki lima di Pasar Kapasan
yang tidak melaksanakan hal tersebut bahkan belum
mengetahui akan adannya kebijakan tersebut. Sanksi terhadap
pelanggaran hukum belum sepenuhnya diterapkan pada di
Pasar Kapasan Kecamatan Simkerto Kota Surabaya.

Pelaksanaan Belum Merata

Dari keterangan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas
koperasi dan Usaha Mikro, dinas sudah melakukan sosialisasi,
pelatihan, dan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima. Namun,
pada kenyataannya pelaksanaan tersebut belum lah merata
menyeluruh di Kota Surabaya. Dibuktikan dengan Pedagang

Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto belum
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pernah mendapat sosialisasi, pelatihan serta belum di relokasi
ke lokasi baru. Ketidakmerataan ini lah salah satu penyebab
kebijakan mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima belum

terlaksana sepenuhnya.

b. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto

Faktor pendukung adalah faktor yang menunjang kebijakan
sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam penelitian
ini  Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan
Kecamatan Simokerto didukung oleh (1) sarana dan prasarana, (2)
Koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, (3)

Letak geografis strategis.

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan
terbilang sudah terpenuhi dengan kendaraan operasional yang
tersedia memudahkan Satpol PP untuk melakukan pengawasan
dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dapat
meninjau lokasi yang membutuhkan relokasi serta tempat untuk
relokasi Pedagang Kaki Lima. Sedangkan bagi pedagang kaki
lima disediakan gerobak serta tenda untuk berjualan sehingga
dapat bongkar-pasang secara mudah agar tidak menetap di bahu

jalan. Prasarananya pun telah tersedia bagi pedagang kaki lima
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yakni Sentra Wisata Kuliner yang ada di Kota Surabaya. Namun
untuk sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima belum
didapat oleh para pedagang di Pasar Kapasan.

Faktor pendukung implementasi kebijakan mengenai
penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam sarana
dan prasarana dapat dikatakan memenuhi kebutuhan untuk
pelaksaan kebijakan tersebut.

2. Koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam
suatu pelaksaan kebijakan, guna memberikan arahan, informasi,
mengatur program kerja yang sesuai. Dalam hal ini Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya di implementasikan
kedalam bentuk pendataan, pembinaan dan sosialisasi, penataan
dan penertiban lokasi.

Pertama, pendataan pedagang kaki lima di Kecamatan
Simokerto oleh wilayah setempat. Menurut Herdiansyah. Data
adalah atribut yang melekat pada objek tertentu, berfungsi
sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
diperoleh melalui metode pengumpulan data.®® Pendataan
merupakan langkah awal uang diambil untuk memberdayakan

pedagang kaki lima, pendataan dilakukan oleh pihak Kecamatan

% Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Fokus Groups sebagai Instrumen Penggalian
Data Kualitatif , (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal 8
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Simokerto yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro. Data digunakan untuk informasi
pedagang kaki lima yang selanjutnya akan dilakukan sosialisasi
dan pembinaan kemudian penataan pedagang kaki lima dengan
relokasi.

Kedua, sosialisasi dan pembinaan pedagang kaki lima
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Menurut Maclever,
sosialisasi tentang bagaimana mempelajari norma, nilai peran
dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk
memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan
sosial.®® Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro dilakukan dengan tujuan para pedagang yang akan
direlokasi ke tempat baru beserta diberikannya pembinaannya
berupa pelatihan-pelatihan yang akan membuat para pedagang
berkembang.

Yang ketiga penataan, penataan yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah menyediakan tempat
baru bagi pedagang kaki lima meskipun tempat baru tersebut
masih belum tergolong merata di seluruh Kota Surabaya.

Yang keempat dengan penertiban pedagang kaki lima,
penertiban dilakukan sebagai bentuk mekanisme penegakan

hukum vyang diselenggarakan sesuai dengan peraturan

% |_eo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik ”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) Hal 175
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perundang-undangan. Penertiban pedagang kaki lima dilakukan
oleh Satpol PP Kecamatan Simokerto dengan bekerja sama
dengan Satpol PP Kota Surabaya.

Dari sejumlah kegiatan diatas, pendataan terhadap
pedagang kaki lima sudah dilakukan oleh wilayah yang
berwenang. Namun belum dilakukan sosialisasi serta pembinaan
belum diterapkan kepada pedagang kaki lima di Pasar Kapasan.
Yang kemudian, pedagang ditertibkan oleh Satpol PP
Kecamatan Simokerto secara berulang-ulang.

Letak Geografis Strategis

Pasar Kapasan yang terletak di Kecamatan Simokerto
Kelurahan Kapasaan yang mana Kecamatan Simokerto
merupakan kecamatan terkecil di Kota Surabaya namun dengan
Kepadatan penduduk nya tertinggi di Surabaya. Terdapat dua
pusat perbelanjaan yang cukup besar di Kecamatan Simokerto
yakni, ITC Mega Grosir dan Pasar Kapasan yang menawarkan
harga terjangkau bagi pelanggannya karenanya tidak dapat
dipungkiri tempat — tempat tersebut ramai oleh pengunjung
menjadikan Kecamatan Simokerto cukup strategis untuk
penataan dan pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima. Terlebih
lagi, belum terdapat Sentra Wisata Kuliner yang berada di
sekitar Kecamatan Simokerto sendiri. Sentra wisata kuliner yang

mengisi ruang di Kota Surabaya, antara lain: Taman Bungkul,
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Urip Sumoharjo, Penjaringan Sari ,Terminal Manukan,
Ketabang, Sukomanunggal, Wiyung, Putro Agung, Indrapura,
Taman Prestasi, Gayungan, Karah, Sememi, Kandangan, Babat
Jerawat, Lidah Wetan, Sawah Pulo, Lidah Kulon, Sumberrejo,
Pondok Maritim, Jambangan, Manukan Lor, Pegirian 1,
Semolowaru, Dukuh Menanggal, RMI Kebut Bibit,
Dharmawangsa, Krembangan, Siwalankerto, Gunung Anyar,
Deles Merr, Jajar Tunggal, Kembang Kuning, Wonorejo,
Tandes, Klampis Ngasem, Balas Klumprik, Tanah Merah,
Pegirian 11, Mulyorejo, Bratang Binangun, Dharmahusada, Dan
Convention Hall. Dari data diatas tidak ditemukan Sentra Wisata
Kuliner di sekitar daerah Simkerto sehingga sangat tepat untuk
memberdayakan Pedagang Kaki Lima serta melakukan relokasi

ke tempat yang lebih baik agar tata kota lebih teratur.
D. Temuan Hasil Penelitian

Temuan hasil adalah deskripsi dari data yang diperoleh dalam
pengumpulan data fakta di lapangan melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil temuan yang pertama dari penelitian ini bahwa
permasalahan Pedagang Kaki Lima harus mendapat perhatian yang lebih dan
penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah. Manfaat utama dari
perekonomian termasuk pedagang sebagai sumber pendapatan daerah jika
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan contoh pedagang

membayar biaya sewa atau retribusi, sebagai penunjang perekonomian
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masyarakat sekitar dan sebagai penggerak pembangunan yang lebih baik. Dari

berbagai manfaat tersebut sudah seharusnya kebijakan publik dioptimalkan

dengan sebaik mungkin dari sebelumnya.

Tabel 4.14 Hasil Temuan di Lapangan

No.

Hasil Temuan

Keterangan

Kurangnya
kesadaran para
pedagang dan
masyarakat  terkait
pemahaman  Perda
No 7 Tahun 2003
Tentang  Penataan
Dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima

Hasil temuan di lapangan ditemukan

kurangnya kesadaran masyarakat dan
pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya
paham akan Peraturan Daerah yang berlaku.
Maka peran Pemerintah Daerah sangat
dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi

dan pembinaan.

Program yang
dilaksanakan belum
merata di seluruh
pedagang kaki lima

di Kota Surabaya

Dari  program-program  yang telah

disampaikan  oleh  peneliti ~ belum
sepenuhnya dirasakan oleh para pedagang
kaki lima di Kota Surabaya, terbukti dengan
para pedagang kaki lima di Pasar Kapasan
belum menerima segala bentuk jenis

program dari dinas terkait. Sehingga masih
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terdapat Pedagang Kaki Lima yang
menempati bahu jalan seperti di bahu jalan

Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto.

Pengawasan belum

optimal

Pengawasan yang dilakukan di bahu jalan
Pasar Kapasan belum dilaksanakan secara

maksimal terhadap pelanggaran

yang
dilakukan oleh pedagang kaki lima alhasil
mereka akan tetap berada di tempat semula
telah  dilakukan

meskipun penertiban

berulang Kkali.

Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota
Surabaya telah

berupaya melakukan

realisasi  terhadap
program
pemberdayaan

pedagang kaki lima

Upaya penataan dan pemberdayaan telah
diupayakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro melalui program penataan usaha
berskala mikro, pembangunan prasarana
usaha mikro, pembinaan terhadap usaha
mikro yang tergabung dalam UKM,
sosialisasi, penertiban serta pengawasan
yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan
dibantu oleh Satpol PP Kota Surabaya.
Namun, kegiatan tersebut belum dapat
terlaksanakan terhadap pedagang kaki lima

di Pasar Kapasan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Surabaya.
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Realisasi akhir pajak

restoran

Apabila pemberdayaan pedagang kaki lima
lebih  diperhatikan maka akan terus
bertambah realisasi akhir pajak restoran
yang cukup menggiurkan untuk pendapatan
asli daerah. Realisasi pajak restoran sebesar
8,085% dari Pendapatan Asli Daerah Kota
Surabaya pada tahun 2016. Tahun 2017
merupakan tahun realisasi pajak terendah
dari 3 tahun berturut-turut yakni sebesar
7,79% dari PAD Kota Surabaya. Dan pada
tahun 2018 merupakan tahun realisasi
terbesar jika dibandingkan dengan tahun
2016 dan 2017, yakni sebesar 9,081% dari
PAD Kota Surabaya. Pedagang kaki lima di
Pasar Kapasan tidak pernah membayar
retribusi kepada siapapun baik dari pihak
pemerintah maupun pihak terkait yang
berkesinambungan dengan pedagang kaki

lima.

Pedagang Kaki Lima
masih aktif di Pasar
Kapasan Kecamatan

Simokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah
satu pedagang kaki lima di Pasar Kapasan,
beliau berjualan di sekitar Pasar Kapasan

sejak tahun 2009 sampai sekarang dan
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menurutnya ada banyak yang sama dengan
dirinya. Sedangkan menurut petugas Satpol
PP terdapat 20 pedagang kaki lima yang
menempati bahu jalan Pasar Kapasan.
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa
pedagang kaki lima masih aktif dengan
kegiatannya di Pasar Kapasan Kecamatan

Simokerto.

7. Pemerintah  daerah

tidak konsisten

dalam melaksanakan

Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun

2003

Pemerintah Daerah kurang memperhatikan
apa yang diinginkan oleh Pedagang Kaki
Lima. Sehingga apa yang diinginkan oleh
Pemerintah Daerah tidak berjalan sesuai
dengan keinginan Pedagang Kaki Lima.
Pemerintah Daerah menginginkan tatanan
kota yang teratur tanpa adanya pedagang
yang melanggar ketentuan  hukum.
Sedangkan pedagang kaki lima mencari
nafkah bagi keluarga dengan cara yang halal

dan tenang dalam berjualan.

Penjelasan terkait hasil temuan di lapangan dapat dijabarkan kembali

melalui penjelasan berikut ini:

a. Kurangnya kesadaran para pedagang dan masyarakat
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Kesadaran masyarakat dan pedagang dapat dilihat dari tingkat
partisipasinya tentang pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Pemahaman
masyarakat dan pedagang tentang Perda No 7 Tahun 2003 Tentang
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tergolong masih rendah.
Pedagang yang melanggar Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Penataan
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 ayat 4 yang menerangkan
“Kepala Daerah berwewenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum
tertentu untuk tempat usaha atau sebagai lokasi PKL”. Dan masyarakat
yang bertransaksi dengan pedagang kaki lima pun merupakan bentuk
pelanggaran, hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Daerah No 7 Tahun
2003 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 2 ayat 5 yang
menerangkan:

“Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL
pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha
atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4”

Dengan penjelasan peraturan di atas masyarakat pun kurang memahami
adanya Peraturan Daerah yang berlaku tersebut.

Pengawasan belum optimal

Dalam hal ini, Satpol PP Kecamatan Simokerto memiliki peran yang
cukup besar dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima
diwilayahnya masing-masing. Pengawasan Yyang dilakukan untuk

penertiban pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan belum
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dilaksanakan secara maksimal alhasil pedagang kaki lima akan tetap berada
di tempat semula.
Program yang dilaksanakan belum merata di seluruh pedagang kaki lima
di Kota Surabaya

Dari program-program yang telah disampaikan oleh peneliti belum
sepenuhnya dirasakan oleh para pedagang kaki lima di Kota Surabaya,
terbukti dengan para pedagang kaki lima di Pasar Kapasan belum menerima
segala bentuk jenis program dari dinas terkait. Sehingga masih terdapat
Pedagang Kaki Lima yang menempati bahu jalan seperti di bahu jalan Pasar
Kapasan Kecamatan Simokerto.
. Pedagang Kaki Lima yang masih aktif di Pasar Kapasan Kecamatan
Simokerto

Tidak dapat dipungkiri bahwa mengatasi permasalahan pedagang
kaki lima cukuplah rumit. Sampai saat ini pedagang kaki lima maasih
beroperasi di Pasar Kapasan dan akan terus beroperasi jika tidak adanya

tindakan atau penanganan yang tepat oleh Pemerintah Daerah.
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Gambar 4.15 Pedagang Es Tebu Gambar 4.16 Pedagang es cendol

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4.17 Gambar 4.18

Pedagang Kaki Lima Soto Madura Pedagang Kaki Lima Pentol
) “ORJ

Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Realisasi akhir pajak restoran

Apabila pemberdayaan pedagang kaki lima lebih diperhatikan maka
akan terus bertambah realisasi akhir pajak restoran yang cukup
menggiurkan untuk Pendapatan Asli Daerah. Capaian realisasi akhir pajak
restoran dari tahun 2016-2018 telah memberikan sumbangsihnya terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah berjalan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan organisasi yang
menaungi bidang usaha mikro yang mana pedagang kaki lima termasuk
dalam usaha mikro. Upaya penataan dan pemberdayaan telah diupayakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui program penataan usaha
berskala mikro, pembangunan prasarana usaha mikro, pembinaan terhadap
usaha mikro yang tergabung dalam UKM, sosialisasi, penertiban serta
pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Simokerto dibantu
oleh Satpol PP Kota Surabaya.
Pemerintah daerah tidak konsisten dalam melaksanakan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2003

Pemerintah Daerah kurang memperhatikan apa yang diinginkan
oleh Pedagang Kaki Lima. Sehingga apa yang diinginkan oleh Pemerintah
Daerah tidak berjalan sesuai dengan keinginan Pedagang Kaki Lima.
Pemerintah Daerah menginginkan tatanan kota yang teratur tanpa adanya
pedagang yang melanggar ketentuan hukum. Sedangkan pedagang kaki

lima mencari nafkah bagi keluarga dengan cara yang halal dan tenang dalam
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berjualan. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang kaki lima di

kawasan Pasar Kapasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dianalisis menggunakan teori
implementasi kebijakan Van Meter dan Van horn. Teori kebijakan Van
Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan terkait pedagang kaki
lima di Pasar Kapasan yang dikategorikan dalam variabel yang saling
berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah standar ukuran dan tujuan,
sumber daya, karakteristik badan, komunikasi, sikap para

pelaksana/disposisi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel mengenai standar ukuran dan tujuan kebijakan
pemberdayaan pedagang kaki lima memiliki ketentuan umum seperti
penentuan lokasi PKL, pengembalian fungsi fasilitas umum, dan

peningkatan ekonomi.

Sumber daya kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah
Sumber Daya Manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia
memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan pemberdayaan
pedagang kaki lima, sumber daya manusia terkait pedagang kaki lima dan
masyarakat di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto tergolong masih rendah
sehingga pemahaman tentang peraturan daerah belum sepenuhnya dapat
ditaati oleh para pedagang kaki lima dan masyarakat. Sumber daya manusia

dari pegawai Pemerintah lebih tepatnya Satpol PP masih kurangnya personil
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dalam hal pengawasan di daerah sekitar. Sumber dana atau anggaran dinilai
sudah sesuai untuk persoalan pedagang kaki lima di Surabaya. Sedangkan
untuk sumber daya sarana dan prasarana pun telah mencukupi untuk

kegiatan sehari-hari dari Satpol PP serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sikap para pelaksana berkaitan dengan komitmen pelaksanaan
kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Kapasan. Komitmen
tersebut seolah kurang konsisten karena program pemberdayaan yang

kurang maksimal di pedagang kaki lima Pasar Kapasan.

Komunikasi menjadi variabel yang sangat penting dalam
pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini apabila pemerintah, Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Satpol PP, pedagang kaki lima dan masyarakat menjalin
komunikasi dengan baik serta dapat menyalurkan pikiran mengenai
permasalahan pedagang kaki lima mengenai apa yang diharapkan dari sisi
pandang masing-masing. Maka akan terjalin hubungan yang harmonis dan

berjalannya kebijakan secara efekitif.

Karakteristik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan
program terkait dengan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima
dengan mengadakan pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan pemindahan

lokasi baru serta melakukan pengawasan oleh Satpol PP.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga terlibat dalam
implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dari segi

ekonomi, Pedagang Kaki Lima membantu meningkatkan ekonomi
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masyarakat sekitar dengan meringankan pengeluaran rumah tangga mereka.
Dari segi sosial, kesadaran akan pelanggaran Peraturan Daerah belum
dipatuhi sepenuhnya oleh Pedagang Kaki Lima. Dari segi politik,
pelaksanaan program kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

Pasar Kapasan diperlukan perhatian, konsisten dan komitmen yang kuat.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan
pedagang kaki lima di Pasar Kapasan dapat dilihat dari aspek berikut, sarana
dan prasarana, Koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
dan Letak geografis strategis. Sedangkan faktor penghambat implementasi
kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Kapasan dapat dilihat
dari kesadaran pedagang yang masih kurang, pengawasan dari pihak yang
berwewenang belum sepenuhnya optimal, lemahnya penerapan sanksi

hukum, dan pelaksanaan yang belum merata di seluruh Kota Surabaya.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan

diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan
pemberdayaan pedagang kaki lima, sebaiknya Pemerintah
Daerah Kota Surabaya lebih memperhatikan aspirasi masyarakat
dan merancang program ke depan dengan masyarakat terkait, hal

ini untuk efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan
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pemberdayaan pedagang kaki lima ke depannya, terlebih di
Kecamatan Simokerto.

. Sebaiknya pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dapat
dilakukan tepat sasaran kepada pedagang kaki lima yang masih
memadati bahu jalan raya serta ekonomi yang belum
mencukupi. Dan Pemerintah Daerah maupun Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro dapat meninjau ulang tempat-tempat yang
ramai dengan pedagang serta masyarakat secara merata di Kota
Surabaya.

. Dilakukannya pengawasan yang dilakukan lebih banyak dan
secara teratur sebelum dan sesudah pemindahan lokasi baru

untuk pedagang kaki lima.
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